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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

bahwa dalam tertib administrasi dan kelancaran
kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, maka perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo;

Menimbang

P

o

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang pembentukan  Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupatyen Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan
KESATU

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor &2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

T

beberapa kali di ubah terahir dengan Undang- Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288};

Peraturan Peraturan Menter:i Sosial Republik Indonesia
Nomor.129 /HUK/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Dearah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
Kabupaten Tebo Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :
Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Teknis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di
lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam Pelaksanaan
Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2022

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 -16 — 2022

KEPALA DINSOSP2PA
KABUPATEN TEBO,

ERLYNDA, 5.50s

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671011 198810 2 Q01



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

langgal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus

Disahkan oleh /‘KEPALA

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / IV .c
NIP. 19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

Judul SOP PENGAGENDAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Lh

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di

- Permendagri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

. Peraturan Bupat Tebo Nomor 44 Takun 2016 Ten tang Uraian Tugas

Lingikungan Pemerintah Dacrah

Peraturan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Tekns Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

1. Pendidikan D3/S1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja

4. Memiliki pemahaman tentang tata persuratan

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembeniukan
Susunan Organisai dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo

Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nemor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan Organisai dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

ReTalarman atau Kelerfambatan dalam MEMpProses sural masuk akan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

berakibat tidak tercapainya maksud dan tujuan dari pada surat
tersehut

1 Buku Agenda Surat Masuk
2 Buku Ekspedisi




SOP PENGAGENDAAN SURAT MASUK

Kegiatan Pelaksana Waktu
Staf Kasubbag | Kabid Sekdis Kadis Sekda | Bupati
Umum

Staf Umum menerima surat kemudian mengagendakan dan memberi lembar disposisi 2 menit
dan diserahkan ke Kasubbag Umum nU

Kasubbag Urnum menelaah surat masuk dan menyerahkannya ke Sekdin 1 menit
Sekdin menelaah dan atau mendisposisi surat masuk untuk diteruskan ke Kadis S menit

U

Kadis menelaah dan mendisposisikan surat masuk untuk diteruskan ke Kasubbag 10 menit
Umum

Kasubbag Umum menerima surat masuk yang telah didisposisi oleh Kadis 2 menit

|
Kasubbag Umum mendistribusikan surat masuk ke Kabid sesual disposisi Kadis 5 menit




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomeor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII1/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Liekufl

langpal Pengesahan Agustus 2022

Disahkan oleh

ERLYNDA. S.Sos

Pembina Utama Muda / 1V ¢
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

Judul SOP PENGAGENDAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

o —

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

ermendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemceringah Dacrah

- Permendagri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

L

Peraturan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tenlang Petunjuk
Teknis Organisast Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Poraturan Bupati Tebo Nomor 44 'Vahun 2016 Tentang Urasan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

1. Pendidikan D3/S1
- Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

(3=

. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja

4. Memiliki pemahaman tentang tata persuratan

KETERANGAN

Peralatan/perlengkapan

—

[

Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas

Susunan Organisai dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo

Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas

iy
i

Peratura zh Nomeor S Tahun 2008 71

Susunan Organisai dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

I Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

ReTalaran atal Keterlambatan dalam memproses sural masuk akan
berakibat tidak tercapainya maksud dan tujuan dari pada surat
tersehot

1 Buku Agenda Surat Keluar
2 Buku Ekspedisi




SOP PENGAGENDAAN SURAT KELUAR

Pelaksana
Kegiatan Kasubbag Waktu
Staf Umum Kabid | Sekdis Kadis Sekda | Bupati
Kasubbag Umum mengkoordinasikan para Kabid tentang konsep surat keluar salah
dan melaporkan rencana pengiriman surat keluar ke Kepala Dinas = 9 menit
Kepala Dinas menelaah dan menyetujui isi konsep surat keluar yang akan
dikirim. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum untuk diperbaiki. 10 menit
benar
Kasubbag Umum memperbaiki konsep surat dan meminta paraf kabid sesuai
disposisi 3 menit
Kasubbag Umum mengajukan surat keluar kepada Kepala Dinas unluk
ditandatangani. . > 5 menit
Kasubbag Umum menerima surat keluar yang sudah ditandatangi Kepala Dinas
untuk diproses. . 2 menit
_
Kasubbag Umum memerintahkan Staf untuk memberikan cap dan dimasukkan
dalam buku agenda dan menugaskan untuk mengirimkan surat ke tujuan surat Q
dengan meminta bukti pengiriman 15 menit




Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIII/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017
Tanggal Revisi Agustus 2022
Tanggal Efektif
Tanggal Pengesahan Agustus 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh / KEPAILp \OSP2PA KAB.TERG.
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK /
ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / [V ¢
NIP. 19671011 198816 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI Judul SOP REKAPITULASI ABSEN DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM KUALIFIKAST PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU
Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok -pokok kepegawaian

- PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN 3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja

4. Peraturan Bupatiu Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian tugas |4

pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

. Pendidikan D3/S1
. Memahami Tugas Pokok dan F ungsi

N

- Memliki pemahaman tentang (ata persuratan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

Internal dan Eksternal

Peraturan Perundang-Undangan
ATK

o

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penetapan Peraturan Bupati tidak dilaksanakan, maka tugas | 1 Rekapitulasi kehadiran pegawai
pokok dan fungsi pada OPD tidak dapat dilaksanakan karena tidak

; 2 Pelaporan absensi
ada payung hukum yang mengantar




SOP REKAPITULASI ABSEN DAN PELLAPORAN

Pelaksana

Waktu

No. Kegiatan

Staf

Kasubbag

Sekdis

Kadis

BKPP

Sekda

—

Kasubbag Umum Kepegawaian menginventarisir absensi PNS setiap bulan

2|Kasubag Umum Kepegawaian memerintahan staf kepegawaian untuk meneliti absen
pegawai

(9%

Staf Umum Kepegawaian menyerahkan rekap absen dan laporan ke kasubag
Kepegawaian untuk diteruskan ke sekrataris dinzs

salah

4/Laporan tersebut diperiksa dan diteliti cleh Sekrataris Dinas, jika ada kesalahan
diperbaiki lagi dan jika benar diteruskan ke Kadis

benar

5|Kepala Dinas menelaah dan menyetujui rekap absen dan laporan yang akan
diteruskan ke BKPSDM dan Sekda

6|Kadis memerintahkan Kasubag Umum Kepegawaian untuk diarsipkan




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIIT/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tangeal Pengesahan

Agustus 2032

Disahkan oleh PPA KAB.TEBO.

/( KEPALA

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / IV ¢
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

Judul SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT ASN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU
Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok -pokok kepegawaian

- PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil

- Pendidikan D3/S1
- Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

2

(V5]

Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja

4. Memiliki pemahaman tentang (ata persuratan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
[nternal dan Eksternal I Peraturan Perundang-Undangan
2 ATK
3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan / edaran akan

berakibat terlambatnya kepengurusan

1 Surat edaran
2 Surat pengantar
3 Nota Dinas




SOP PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT

Pelaksana

Waktu

No.

Kegiatan

Staf

Kasubbag
Umum

Sekdis

Kadis

Bupati

-

Kasubbag Umum Kepegawaian menginventarisir PNS yang akan
mengalami kenaikan pangkat melalui buku penjagaan

no

Kasubag Umum Kepegawaian memerintahan staf Umum
kepegawaian untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan
kenaikan pangkat

oD

Staf Kepegawaian menyerahkan berkas dan Konsep surat
diperiksa oleh Kasubbag Umum Kepegawaian

salah

Konsep surat diperiksa dan diteliti oleh Sekretaris Dinas. jika ada
kesalahan diperbaiki lagi dan jika benar diteruskan ke Kadis

benar

o

Kepala Dinas menelaah dan menyetujui isi konsep surat yang
akan diteruskan ke Bupati untuk disahkan

<0

L |

Bupati meneliti dan menyetujui, apabila tidak setuju dikembalikan
lagi untuk dipelajari

Bupati mengesahkan kenaikan Pangkat dan menyerahkan ke
Kadis

a_n_ setuju

setuju’

Kadis memerintahkan Kasubag Umum Kepegawaian untuk
diserahkan ke pegawai ybs dan diarsipkan




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/VIII/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi
b —

Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus 2022

Disahkan oleh /( KEPALA

YW2PA KAB. TEBO.

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / 1V .c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

[

- Undang-Undang Nomor 5 Tahan 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Ul

Nomor § Tahun 1974 tentang pokok -pokok kepegawaian

* PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil

1. Pendidikan D3/S1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memiliki komijtmen yang tinggi dalam bekerja

4. Memiliki pemahaman tentang tata persuratan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Internal dan Eksternal I Peraturan Perundang-Undangan
2 ATK
3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan / edaran akan

berakibat terlambatnya kepengurusan

1 Surat edaran
2 Surat pengantar
3 Nota Dinas

USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA




SOP PROSEDUR USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

7|Sekda mengesahkan kenaikan gaji berkala dan menyerahkan ke Kadis

Pelaksana Waktu
Kasubbag
No. Kegiatan Staf Umum Sekdis Kadis Sekda

1|Kasubbag Kepegawaian menginventarisir PNS yang akan mengalami kenaikan gaji

berkala melalui buku penjagaan
2|Kasubag Kepegawaian memerintahan staf kepegawaian untuk meneliti kelengkapan

berkas persyaratan kenaikan gaji berkala U
3|Staf Kepegawaian menyerahkan berkas dan Kensep surat diperiksa oleh Kasubbag

Kepegawaian

salah

4|Konsep surat diperiksa dan diteliti oleh Sekretaris Dinas, jika ada kesalahan

diperbaiki lagi dan jika benar diteruskan ke Kadis .

/
salah

S|Kepala Dinas menelaah dan menyetujui isi konsep surat yang akan diteruskan ke

Sekda untuk disahkan
6|Sekda meneliti dan menyetujui, apabila tidak setuju dikembalikan lagi untuk dipelajari 1 setuju

sefuju’

o0

Kadis memerintahkan Kasubag Kepegawaian untuk pengarsipan




Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VI1I1/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh /f KEPALA DINSOSP2PA KAB.TEBO,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.
ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.¢
NIP.19671011 198810 2 001
PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL /
SUB BAGIAN UMUM PKEPEGAWAIAN DAN ASET Judul SOP MEKANISME KOORDINASI DENGAN

INSTANSI LAIN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Opearsionai Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten /Kota

<. Peraturan Bunati Tebp

Nis i B - Traq no
an Bupati Tebe Nomer 44 Tahun 2016 tentang Uraiar tugas

pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

1. Memiliki kewenangan dalam penvusunan mekanisme koordinas] dengan

(]

- Memiliki tingkat ketelitian vang baik

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer ,internet dan Jaringan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 Peraturan Perundang-Undangan
2 ATK
3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Rapat merupakan wahana dalam penyampaian dan penyatuan
pendapat dan pengambilan keputusan.

2. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pengambilan keputusan
tidak dapat berjalan lancar.

1 Datiar hadir

2 Buku Notulen Rapat




SOP : PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL

KEGTATAN PELAKSANA MUTU BUKU u
NG _,Mmmwmww. Sekretaris xﬂmhw”m wmﬂﬂwﬂﬁ " m“mmm“__wm.ﬂ: aﬂm.“m%.m”w%ﬁmhw Waktu Output | Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat bersama @ Jadwal 2 Menit | Persiapan -
seluruh staf _ pelaksanaan rapat
kegiatan
2. | Memerintah dan mengkoordinasikan untuk Ruangan rapat, 5manit | Ruangan -
mempersiapkan ruangan rapat, sound system, LCD, daftar sound system, rapat, sound
hadir, konsumsi, notulen rapat, undangan bila perlu dan LCD, daftar syste, LCD,
perlengkapan lain sesuai kebutuhan y hadir, konsumsi, daftar hadir,
notulen rapat, konsumsi,
undangan notulen
rapat,
undangan
3. | Membersihkan/mengatur ruangan rapat, sound system, Ruangan rapat, 15 menit | Ruangan -
LCD dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan * sound system, rapat, sound
LCD system, LCD
4. | Menyiapkan konsumsi ringan rapat disesuaikan dengan Konsumsi 30 Menit | konsumsi -
ketersediaan anggaran yang ada v
5. | Menyiapkan daftar hadir rapat, >j<_l\>4x rapat bila perlu, _II Draft hadir, 15 menit | Daftar hadir, | -
notulen rapat, undangan rapat bila perlu _ ! ATM/ATK rapat, ATK rapat,
notulen rapat, notulen
undangan rapat,
Bundangan




KEGIATAN

MUTU BUKU

PELAKSANA

o i
NO _.Mw Muw Sekretaris zﬂm:.“w”_mu wm”w_.“_“% - bmwmmmm_w._: n__Mm_“mmM,wm_.%M_ﬂ Waktu Output | Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. | Mengundang semua pegawai untuk mengikuti rapat Surat Undangan 10 menit | Tanda terima | Rapat ini
Rapat atau lisan surat dan adalah
konsumsi rapat
: rapat internal,
bisa
dengan
surat resmi
| atau lisan
7. | Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran y Kesiapan 5 menit | Kesiapan -
peserta rapat _ peserta rapat peserta rapat
8. | Melaporkan kepada Kaban bahwa rapat siap dimulai 1 Kesiapan rapat 5 menit | Kesiapan -
_ rapat
9. | Pelaksanaan rapat seluruh Pegawai. Semua pembahasan _f _ Notitlen rapat 2 jam Notulen hasil | -
dalam rapat dicatat oleh notulen rapat i T 3 3 3 rapat
10. | Membersihkan ruangan rapat dan menatanya sesuai _’ ‘ _ _ Alat 15 menit | Ruangan -
kondisi semula U mermbersihkan | rapat bersih
ruangan rapat
11. | Mengetik notulen rapat dan Bm:_émc&d& dalam bentuk L 4 Konsep notulen 45 Menit | Konsep -
konsep laporan hasil pelaksanaan rapat — hasil rapat laporan hasil
_ _ pelaksanaan
_“ rapat
, |




KEGTATAR PELAKSANA MUTU BUKU
; Staf/Jabatan
NG Kepala i< | Kasubbag = PPTK/ Kelengkapan Keterangan
dinas Selaekars Umum |Bendahara Fungslonal dan Peralatan WAkt Quipit
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_ 4
12 | Validasi konsep laporan hasi! pelaksanaan rapat __ Konsep laporan 10 Menit | Laporan hasil | -
“ hasil pelaksanaan
I
i R i = P pelaksanaan rapat
_ rapat
13. | Mengarsipkan laporan hasil .v%‘_&m:mm: q%mﬁ Laporan hasil 2 menit | Arsip laporan | -
pelaksanaan hasil
pelaksanaan

rapat




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/V {12022

langgal Pembuatan

Maret 2017

Tanggal Revisi

Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan

Agustus 2022

Disahkan oleh

/< KEPALA DIMSRSP2ZPA KAB.TEBO,

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / 1V.c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

PENATAAN INVENTARIS BARANG DAN
PERSEDIAAN

Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

l. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentan g Kearsipan

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Permendagri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentan g Petunjuk
‘Teknis Organisasi Perangkat Dacrah

4. Peraturan Dacrah Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2008 Tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Pevaiuran Bupati Tebo Noinor 75 Tahun 2018 T entang Pedonman
Pengelolaan Barang Milik Dacrah

6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah
Dipas di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Tebo

7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

%]

. Pendidikan D3/S1
- Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja

- Memiliki pemahaman tentang tata persuratan

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan Organisai dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo

2 Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentans Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan Organisai dan tata Kerja [.embaga Teknis Daerah

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

I. Hilangnya aset
2. Aset tidak terdaftar dengan rapi

Buku Kontrol Dokumen




SOP PENATAAN INVENTARIS BARANG DAN PERSEDIAAN

Pelaksana
No. Kegiatan Kasubbag -~ Waktu
im Inventaris .
Staf Umum Kadis
1 |Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset menyampaikan rencana pelakszanaan kegiatan kepada Kepala
i .
Dinas __ 10 menit
2 (Kepala Dinas menelaah, menyetujui dan memberikan arahan rencana pelaksanaan kegiatan. Jika tidak
setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset untuk diperbaiki.
tdk settju- 15 menit
3 |Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset membentuk Tim Inventaris Barang —— setuju eneni
. - - meni
_—
4 |Tim mempersiapkan kegiatan penataan aset dan persediaan dan melaporkan kepada Kasubbag Umum
Kepegawaian dan Aset. —/\ 20 menit
5 |Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset menerima laporan dari Tim dan memerintahan kepada Tim |
untuk melaksanakan inventaris barang serta mengecek semua persiapan persediaan at quﬁ s
menit
6 |Tim menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada kasubbag Umum Kepegawaian dan i
Aset 45 menit
7 |Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset menerima laporan dan kemudian melaporkan kepada Kepala —
Dinas ﬁ I 10 menit
8 |Kepala Dinas menerima laporan dari Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset dan memerintahkan

Kasubbag Umum untuk mendokumentasikan taporan kagiatan

15 menit




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus 2022

Disahkan oleh KEPALA DSPZPA KAB. TEBO.

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.1967101] 198819 2 001

SUB BAGIAN UMUM DKEPEGAWAIAN DAN ASET

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

Judul SOP RENSTRA DINSOSP2PA KAB.TEBO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabiiitas Kinetja Instansi Pemeriniah

1. Memahami Renstra Dinsosp2pa

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 2. Memahami Tugas dan fungsi
Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permen PAN dan RR Nomor Peraturan Menteri Pendayvagunaan 3. Menguasai Program Microsof Office
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN dan RB Nomeor Peraturan Menteri Pendavastnaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas
kinerja instansi pemerintah.
5. Keputusan Menteri PAN Nomor 135/m.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi LKjIP
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susupan Organisasi,
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengagendaan surat keluar | Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Pengagendaan surat masuk 2 ATK
3. SOP Penyusunan renstra 3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4. SOP Pembentukan tim 4 Sumber Daya Manusia
3. SOP Penyelenggaraan rapat

[ APADTIA TIUAK UTSTSTIT TAKA e en ATt TaTanT TeTaRTRA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

evaliaci

Disimpan sebagai Data Elekironik dan Manual




arsip

Anazlis Organisasi dan Tata Laksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengelola Pengatminist Ket.
Kadis Sekretaris Kasiibbag Bahan Kasubag Umum _.mmm_ Ustum Kelengkapan | Waktu Output
Umum Perencanaan
1 Mmenugaskan xmmccm@ Umumn untuk menyusun tim dan memberi Kepulusan Kadis | 10 mentt| Disposisi
nomor serta mendistribukan
7 Menugaskan @még_asm:sw_ csca .c_:cx memberi nomor ) Disposisi 5 menit| Disposisi
dan mendokumentasikan / mendisiribusikan
Keputusan
: . e Disposisi, .| Kadis yang
3 | Memberi nomor dan mendakumtasikan/mendistrinbusikan Keputusan Kadis 5 manit berTbbior




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP 'SOP/DINSOSP2PA/VTII 2022

Tangeal Pembuatan

feao

Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus 2022

/( KEPAI SOSP2PA KAB.TEBO,

[Disahkan oleh

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / [V ¢
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Judul SOP (PK)

DASAR HUKUM

KUALITFIKASI PELAKSANA

Lod

- PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemeriniah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evatuasi Akuntabtiitas Kinerja Instansi Pemerintan,
Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Reputusan Menteri PAN Nomor 135/m.PAN/S/2004 tentang

Pedoman Umum Evaluasi LKjIP

. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

ugas pokok dan tingsi dan tata kerja Dinas Sosia! Pemberdayasn

Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Memiliki kemampuan menyusun penetapan kinerja

2. Mampu dan memahami penetapan kinerja

3. Menguasai Program Microsof Office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Penetapan Kinerja
SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkal komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun maka mempengaruhi penyerapan anggaran
daerah

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




" Pelaksana Mutu Baku
: Kasubag
No.
Hogmatad Kadis Sekretaris Umum Kelengkapan Waktu Output ot
. _ Disposisi Disposisi
1 |Memerintahkan Sekretaris membentuk tim penyusunar penetapan kinerja (PK) { |Ullllwm } 10 menit
A Disposisi SK Kaban
2 |Membentuk Tim penyusunan Penetapan Kinerja (PK) _ _ 20 menit
1
SK Kaban Undangan rapat
3 [Membuat undangan rapat persiapan permbahasan penyusunan penatapan kinerja {PK) 120 menil
W lUndangan rapat usulan RKT/DPA
4 [Melakukan rapat koordinasi mempersiapkan bahan-bahan/data-data Dlili 30 menit
usulan RKT/DPA usulan RKT/CFA
5 [Membahas Penetapan Kinerja (PK) _ _A,..II.IDA’.I _ 30 menit
usulan RKT/DPA Kansep pernyataan
| [PE—— 125 PK dan [are ; PK/Lampiran
embuat surat pernyataan an lampirannya Ny _ 30 menit
L
Konsep pemyataan Nota Dinas
7 [Menyarahkan surat pernyataan penetapan kinerja (PK) _fl_ _ PK/Lampiran 3C menit
8 | Menysrahkan surat pernyataan penetapan kinerja (PK) il
1dai
. P Nota Dinas Nota Dinas
9 [Mereviu surat pernyataan penetapan kinerja dar: form lampiran penetapan kinerja \ 30 menit
Ya
Nota Dinas FK
10 [Mendapatkan persetujuan can tanda tangan Gubernur >( 30 menit
g




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP 'SOP/DINSOSP2PA/VII2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017
Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

L

anggal Pengesahan Agustus 2022
Yisahkan oleh KEPALA \ TEBO.
ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

MONITORING EVALUASI CAPAIAN

Judul SOP PENETAPAN KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1995 tentang Akuniabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

. Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang kvaluast Akuntabiiitas Kinerja instansi Pemerintah.
Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

T MR Mg = A NI NI o 1Y S AN IO o
. Keputusan Menteri PAN Nomor 135/ PAN/S/ 2004 ientang

Pedoman Umum Evaluasi LK;jIP

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Yugas pokok dan fungst dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

b

tad

Memiliki kemampuan menganalisa dan mengevaluasi capaian penetapan
ninerja

. Mampu dan memahami penetapan kinerja

Menguasai Program Microsof Office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Penetapan Kinerja
SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Scperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun maka mempengaruhi penyerapan anggaran
daerah

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Pelaksana

Wutu Baku

No Kagialah Kasubbag
. 9 Kadis Sekretaris Perencanaan Kelengkapan Waktu Output
Daokumen penetapan format monitoring
1 | Melakukan inputing data penetapan kinerja (PK) j‘* ullv { ) kirerja 120 menit | &Evl.capatan PK
o o ) ) o format monitoring | format monitoring
2 |Memverifikasi format manitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja setiap trivulan §Evl.capaian PK 60 menit &Evi.capaian PK
¢ format monitoring format monitoring
_ o i o . &Evl.capaian PK .| &Evl.capaian PK
3 |Menyampaikan konsep laporan manitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan beserta fampiran _ 30 menit
ya 1
Al
N : format monitoring format monitoring
4 |Merevisw konsep laporan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja beserta lampiran | - T &Evl.capaian PK 30 menit | &Evi.capaien PK
. o o . tidak format monitoring | format monitoring
5 | Menyerahkan konsep laporan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja beserta lampiran &Evi.capaian PK 30 menit &EVl.capaian PK
W tidak format monitoring format monitoring
6 [Mereview konsep laporan monitoring dar evaluasi capaian penetapan kinerja beserta lampiran AAqv 8Evl.capaian FK 30 mienit 8Evi.capaian PK
. _ ya _ laporan monitoring | faporan monitoring
7 |Membuat laporan final menitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja heserta lampiran «IV_H_ &Evl.capaian PK 30 menit &Evl.capaian PK
g |Mendandatangani laporan final monitoring dan evaluasi capaian penztapan keneria beseria _Ill le laporan monitoring S0 Laporan monev
lampiran ER &Evl.capaian PK 0 menit capaian PK
9 Mengandakan dan mengirim laporan final monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja T Lap monitoring dan Ev Lap.Manev capaian
g capaian PK PK

beserta laporan




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Agustus 2022

Disahkan oleh / KEPALA Dj

/|

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / [V.c
NIP.IS471011 198810 2 001

2PA KAB.TEBO,

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET

Judul SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

- Undang - Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan

1. Menguasai kegiatan masing - masing bidang

SOP Penyelenggaraan Rapat

2. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas [2. Memahami Perencanaan Strategis

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
3. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, [3. Menguasai Program Microsof Office

Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pengagendaan surat masuk I' Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Pengagendaan surat keluar 2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun maka sistem pengumpulan data akan terhambat

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




No Keiata: Pelaksana WMuiu Baku Ket
j slitars Kadis Sekrataris Kasubbag Tim Penyusun Staff Kelengkapan | Waktu Output -
Umum
{
, A{Iv Agenda surat ; ; .
1 | Menerima Stirat Masuk Perintah panyusunan S0P iUk 3menit | Disposisi Surat
2]
2 | Memerintahkan ke Sekretaris untuk meri daklanjuti Disposisi Surat | 10 men | Disposisi Surat
o
_ <
3 [ Memerintahkan untuik mengumputkan data Kinerj Disposisi Surat | 25 menit Daft Tim
3 I
4 | Membentuk Tim Daft Tim 2 Jam Tim
v
i | Rencarna
: . ; . ~ . A kegiatan
5 | Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Tim 3 Hari
pengumpulan
¢ datg
1 Konsep laporan
" o ‘__4!.._ Kegiatar: ) hasil
6 | Menghimpun data kinerja menyusun konsep laparan i , 1 Hari
pengumpuian data pengumgiulan
\, data
Ya 4 / Konsep laporan
7 | Penyaringan Informasi (filter/koreksi data ) hasil 1 Hari Data Kirerja
tidak pengumpulan data
L
8 | Laporan Kasubbag kepada Sekretaris terkait hasil penumpuian data kinerja Data Kinerja 1 Hari Data Kirerja
< "1 =
S _Alai |
9 | Melakukan Rapat intem dengan Tim L " @ Data Kinerja L Hari | Laporar Final
FA—.
— Data yang telah
10| Hasil pengumpulan data Laporan Final 1 hari | ditandatangani
oleh Kahan




Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/VI111/2022

Tangeal Pembuaian

Maret 2017

langgal Revisi
langgal Efekuif

Agustus 2022

1

‘anggal Pengesahan , Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Disahkan oleh

KAB.TEBO.

/( KEPALA DSOS

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / TV ¢
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Judul SOP
wenl 89y (RENSTRA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

b

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-3889 Tabun 2021

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara I

FOTdlUl g IVICIHEL L isalalll INCECLE INGIUT 00 talidii LU R 7 1 did soafa - Memaha]ni Perencan Strategis (Renstra)

Perencanaan,Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan

RPN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 90 tahun 2019 tentano 3

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenldatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah

tentang hasii verifikasi dan validasi pemutakhiran kiasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Kevangan Daerah

- Memahami Pedoman Penyusunan Renstra

. Menguasai penggunaan Microsof office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

RTINS

SOP Pengagendaan Surat Masuk
SOP Pengagendaan Surat Keluar
SOP Pembentukan Tim

SOP Penyelenggaraan Rapat

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterfambatan pervusunan rencana kerja akan menghambat capaian
kinerja melalui pelaksanaan kegiatan

1 RKPD

2 Buku Ekspedisi




Felaksana utu Baku
L Kasubag Tim
; Ke
i Kagiatan Kadis | Sekretaris | Perencanzan Kabic b Pengarah/ | Pelaksana| Kelengkapan | Waktu Output ;
Penyusun
Bappeda
: _ . : _ . Surat Edaran Smenit | Disposisi surat
1 Memberikan perintah kepada Sekretaris untuk melaksanakan periintaan data sebagai bahan Sekda
penyusunan Renstra
R
Disposisi surat | 5 menit | Disposisisurat | SOP Tin
2 | Menindaklanjuti perintah kepada Kasubag Perencanaan kepada masing-masing bidany Peryusu
ﬂ|< Disposisi surat, 2hari | Disposisi surat, | SOP Tin
3 [Meminta data kepada m: ng-masing bidang data data Peryusu
Mengumpukan bahan dan mengolah menjadi data Ranstra serta meneruskan data kepada tim ,I Disposisi surat, Zhari | Disposisi surat, | SOP Tin
4 _ | data data Penyusu
penyusun
II_ ya Disposisi surat, 10 hari | Disposisi surat, [ SOP Tir
.
5 {Menyusun draft rancangan Renstra i data data, draft Penyusui
—1 fancangan
\/ Disposisi surat, Disposisi surat, | SOP Tirr
6 |Mengoreksi draft rancangan Renstra // \\ data, draft data, draft Penyusui
yé rancangan 2 hari fancangan
i iaf SOP Tim
. | _ ”.lL_.n Disposisi surat, draft rancangan| SOP Tim
7 |Menerima draft rancangan Renstra dan meneruskannya untuk di asistensi tdak data, draft Penyusur
tidak rancangan 2 hari
8 |Melaksanakan asistensi terhadap drafi rancangan Renstra dref rancangan 2 hari raft rancengan




Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIT/2022

Tanggal Pembuatan Rdaret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Agustus 2022

Disahkan oleh f KEPALA

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIiP. 19671011 198819 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP EVALUASI CAPAIAN RENSTRA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Ll

(1]

6.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabifitas Kinerja Instans 1| Pemeriniah
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PAN dan REB Nomor Pera n Menteri Pendavagunasn

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

AN dan RB
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas
kinerja instansi pemerintah.

Naome

Pormon D SNOmor

Poratiiran Maontar] Po
Lorarmen b f

rerainran MVieniarn e naan

ndayagu
Fto

- Keputusan Menteri PAN Nomor 135/m.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi LKjIP

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organieasi,
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memiliki kemampuan Monev Renstra

2. Memahami Perencanaan Strategis

3. Menguasai Program Microsof Office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Penetapan Kinerja
SOP Peayusunan Rencana Kerja Tahunan

Peraturan Perundang-Undangan

A TS
P AN

(V8]

Seperangkat komputer/alat pengolah data

-

Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun maka mempengaruhi penyerapan anggaran
daerah

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Pelaksana Wufu Baky
; Kasubbag
Ne. , . : Ket
¢ Kagiatan Kadis Sekretaris Kalyid Perencanaan Kelengkapan Wakiu Output
- SPTiSurat Keputusan Disposisi
“ intahi krataris v aituk i i rencana sirategis 2 { .
1 ,.<_m3m_ ntahkan sekrataris membentuk tim evaluasi rencana s rategis (Renstra) DINSOSP2PA e = ..U Kaban 30 menit
Kab.Tebo ﬁ
T a—
2 I - ; _ e - Y Data-data pendukiing e Disposisi
emerintahkan Kasubbag Perencanaar Program melakukan koodinasi dengan bidang terkai _ Tl _ | arl
Form Draft Renstra
5 |Menyampaikan ke fim Monev Renstra DINSOSP27A beserta lampiran yang disesuaikan dangan Renstra,RKPD RPJMD, 2 hal
RPJMD Visi dan misi Kepalz KDH Visi dan Misi Gub
Draft Renstra Draft Renstra
4 [Menyampaikan Renstra DINSOSP2PA Kab Tebo untuk ditakukan reviu dan analisa serta evaluasi v J0 menit
5 Melakukan reviu dan analisa serta evaluasi Renstra baserta lampiran untuk disampaikan ke Kadis _|ll.. _H_« IvD' IV—H:l-m Draft Renstra ! hart Draft Renstra
sebagai bahan rapat pembahasan Renstra DINSOSP2PA Kab. Tebo = .
N , , 2 F : Hasil Pambahasan Craft _ Hasil Perbahasan
6 | Memimpin rapat pembahasan hasil evaluasi Renstra DiNSOSE2PA Kab.Tebo Renstra 4 jam Draft Renstra
ki visi/ tid: s hasi Renstra DINSOSP2PA Kab Tebo berdasarkan hasi rapat ¥ _
7 Melakukan :wc_m_:_ 1k atas me__ monev Renstra DINSOSP2PA Kab.Tebo berdasarkan hasii rapa 5 raft 1 jam Draft Renstra
pembahasan/ hasil avaiuasi T, Renstra
I
8 |Menyuisun Renstra CINSOSP2PA Kab.Tebo hasil Evaluasi apabila memang dilakukan revisi _..w .m Draft Renstra 1jam Draft Renstra
9 [Melakukan reviu atas Rensira DINSOSP2PA Kab Tabo hasil eviuasi Draft Ranstra 1 jam Renstra
10| Melakukan reviu dan menandatangani final Renstra DINSOSP2PA Ka8. Tebo _ _A - Rensira 1jam Renstra
11 |Menyerahkan dokumen Renstra final untuk dilzkukan pengiriman kepada instansi terkait > _ _ m Renstra 30 menit Renstra
1
\ | v | .
12 | Melakukan dokumentasi atas Rerstra DINSOSP2PA Kab. Tebo Rensira 2ja Renstra




PEMERINTAH KABUPATEN TEBQ

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VITI2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revyisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tangeal Pengesahan Agustus 2022

o KEPALA
Disahkan oleh ﬁ '

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / 1V.c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Judul SOP
=0 TAHUNAN (RKT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS! PELAKSANA

354

[9Y]

W

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tata Cara
PerencansanPengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Dacrah
tentang RPIPD dan RPIMD serta tata cara perubahan RPIPD dan
RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 90 tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 |

lentang hast verifikasi dan validasi pemutakhivan kKiasifikasi.
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan

eSS 11 1 orlindim I
Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Memiliki kemampuan menghimpun data hasil program dan kegiatan
5

Memiliki kompetensi dalam menganalisa dan penvusunan rencana kerja

W

- Memiliki kemampuan mengolah data hasil pengawasan

4. Memiliki kemampuan mengolah data pendukung

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
, Kasubuag
Ne.
Keglatan Kadis Sekretaris Kabid Perencatiaan Kelengkapan Waktu Output et
] . , R— . A\I. Disposisi “ Disposisi
1 [Memerintahken sekretaris membentuk tim penyusunan usulan RKT -U‘i.v _ nv s 10 menit IPosIS!
] , — Disposisi SK kaban
2 |Membentuk tim penyusun usulan RKT 20 menit
A 4 SK kaban Undangan rapat
3 |Membuat undangan rapat parsiapan pembahasan RKT — 4 { jam
4 Melakukan koordinasi keglatan yang akan diusuikan berdasarkan visi misi ujuan,sasaran dan _ _l....i_h Undangan rapet 7 hari <‘Eu_<_§g WjuanBa
program .,I.!I_ TI o saran dan Program
o Visi Misi, Tujuan, Siasara Usulan RKT
5 |Memimpin rapat peribahasan penyusunan usulan RKT  dan Program 1 hari
Usulan RKY Draft RKT
6 |Membuat draft usulan RKT dari hasil rapat pembahasan 2 jam
tidak
e Draft RKT Nota Dinas
7 |Membuat surat pengantar/nota dinas draft usulan RKT untuk direvisi 30 menit
) Nota Dinas Draft RKT
8 [Melakukan review surat pergantar / nota dinas Heak 36 menit
- Draft RKT RKT
9 |Membahas RKT yang telah dihasilkan pada rapat pembahasan — _|i|v_v T:V_:.ll T = 4 jam
RKT RKT
10 [Menuangkan RKT ¢ hari
y RKT RKT
enjadikan RKT Final ( ) 30 menit




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

i e ~ ool

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepala
DINSOS P2PA
Kabupaten Tebo

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda
Judul SOP Pendaftaran Ulang Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Petugas/ SAKTI PEKSOS dan Pejabat Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda berjumlah 3 orang yang berkompetensi

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Pubiik Sarjana Kesos atau yang telah mendapatkan Pelatihan pendidikan
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan komputer.
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengalaman minimal 2 tahun; Memiliki kewenangan dan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan kecakapan dalam penerbitan dokumen Rekomendasi Akreditasi
Daerah Pendaftaran Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial
4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasionai
7 Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
8 Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial
9 Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan yang terkait
2. Kebijakan pemerintah yang terkait :
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah :
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;
5. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualitas dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

1. Database Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Form
Rekomendasi
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Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.S0S8
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pelayanan Penerbitan Surat
Judul SOP Rekomendasi Izin Undian Gratis
Berhadiah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang teiah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional

7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah

8 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 08/ HUK/ 2016 tentang Penyelenggaraam Undian
Gratis Berhadiah

g Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo,

10 Peraturan Bupati Tebo nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA)

1. Petugas, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dan
Kabid DayasosPFM berjumlah 3 orang yang berkompetensi
Sarjana Strata-1/ Sarjana Kesos atau yang telah mendapatkan
Pelatihan pendidikan Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan
komputer, pengalaman minimal 2 tahun; Memiliki kewenangan
dan kecakapan dalam penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian
Berhadiah

2. Mampu Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2 DinsosP2PA Kabupaten Tebo, Dinsosdukcapil Provinsi dan Kemensos Rl

1. Alat Tulis Kantor
2. Laptop
3. Perangkat Komputer

4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;

5. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilakukan Rekomendasi perizinan maka terjadi pelaksanaa Undian Palsu yang
dapat merugikan masyarakat

1. Database Surat dan Form Rekomendasi
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Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

1
F Kepala ﬁa\
DINSOSP2

Disahkan Oleh

// ERLYNDA, S.50S
UIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial

“Pelayanan Penerbitan Surat
Rekomendasi Izin Pengumpulan
Sumbangan dipergunakan di wilayah
Kabupaten Tebo

Judul SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

1. Petugas, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dan
Kabid DayasosPFM berjumlah 3 orang yang berkompetensi

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Sarj(?‘r;_akStrallataF—: /_KGS%S a'talu yang telah mendapalt:an Eelatihtan
i} ) pendidikan Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan komputer
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengalaman minimal 2 tahun; Memiliki kewenangan dan
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah kecakapan dalam penerbitan Surat Rekom?ﬂdasi |zin
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang ~ |Pengumpulan Sumbangan dipergunakan di wilayah Kabupaten
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tebo
Daerah ;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang| 2. Mampu Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan
7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional
8 Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permensos
Nomor 11 Tahun 2015 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan lzin Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
10 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
11 Keputusan Menteri Sosial R! Nomor 56/ HUK/ 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan oleh Masyarakat
12 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 08/ HUK/ 2016 tentang Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah
13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo
14 Peraturan Bupati Tebo nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA)
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Dengan Kemesos RI, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi dan DinsosP2PA Kabupaten 1. Alat Tulis Kantor
Tebo
2. Laptop
3. Perangkat Komputer
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;
5. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilakukan Rekomendasi perizinan maka terjadi pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan yang dapat merugikan masyarakat

1. Database Surat dan Form Rekomendasi
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Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Kepala+,
SOS P2P.

L

Kab

n Tebo

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi
Izin Operasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

2
3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Petugas/ SAKTI PEKSOS dan Pejabat Fungsional Analis
Kebijakan Abli Muda berjumlah 3 orang yang berkompetensi
Sarjana Kesos atau yang telah mendapatkan Pelatihan pendidikan
Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan komputer,
pengalaman minimal 2 tahun serta Memiliki kewenangan dan
kecakapan dalam penerbitan dokumen Rekomendasi Akreditasi,
Pendaftaran, dan Rekomendasi izin Operasional Lembaga

4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang| Kesejahteraan Sosial
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional
7 Peraturan Menteri Sosial R! Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
8 Peraturan Menteri Sosial Ri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial
g Peraturan Menteri Sosial Rl No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait ;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah :
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;
5. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualitas dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

1. Databasel dan Form Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
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Nomor SOP

- e p

Tanggal Pembuatan Januari 2022

Tanggal Revisi

i e

Tanggal Efektif

(r‘(s\

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepalaejf--
DINSOS P2PA
Kabupaten Tebo

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda
Judul SOP Pendaftaran Ulang Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional

7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial

8 Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi LembagaL
Kesejahteraan Sosial

9 Peraturan Menteri Sosial Ri No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Petugas/ SAKTI PEKSOS dan Pejabat Fungsional Anatis
Kebijakan Ahli Muda berjumlah 3 orang yang berkompetensi
Sarjana Kesos atau yang telah mendapatkan Pelatihan pendidikan
Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan komputer,
pengalaman minimal 2 tahun; Memiliki kewenangan dan
kecakapan dalam penerbitan dokumen Rekomendasi Akreditasi,
Pendaftaran Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait ;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah :

4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi :

5. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualitas dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

1. Database Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Form
Rekomendasi
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Penerbitan Surat Perintah
Tugas Pendampingan Lembaga
Kesejahteraan Sosial

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Petugas/ SAKTI PEKSOS dan Pejabat Fungsiona! Analis
Kebijakan Ahli Muda berjumlah 3 orang yang berkompetensi

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Sarjana Kesas atau yang telah mendapatkan Pelatihan pendidikan
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah Pekerjaan Sosial, mampu mengoperasikan komputer,
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengalaman minimal 2 tahun; Memiliki kewenangan dan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan kecakapan dalam penerbitan Surat Perintah Tugas
Daerah Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial
4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang|
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional
7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
8 Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial
g Peraturan Menteri Sosial Rl No. 22 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 SOP Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Surat Perintah Tugas ._
) - ) 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;
Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial P gu ganyang
2. Kebijakan pemerintah yang terkait ,
3. Rencana Strategis
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;
5. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualitas dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

1. Database Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Register Nomor
SPT Pendampingan LKS
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

02 September 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Disahkan Oleh

Kepala J‘
i c@Tebo

8
ERLYNDA, S$.S0S
MIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial

Judul SOP

Pelayanan Surat Rekomendasi
Keringanan Biaya Rawat Inap di
Rumah Sakit Umum Pemerintah

Provinsi Jambi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

4
L

10

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan

Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Namar 25 Tahun 2009 tentane Palavanan Puhlik
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional

Fermensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

1. Memahami persyaratan untuk penerbitan rekomendasi Keringanan
Biaya Rawat inap di Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi iambi

2. Mampu Mengoperasikan Komputer dan memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan pemohon

3. Memiliki Kemampuan Membuat Surat Rekomendasi Keringanan Biaya
Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi jambi

4. Mampu Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan

12 Peraturan Bupati Tebo nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA)
Kabupaten Tebo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Rawat Inap Di Rumah Sakit 1. Alat Tulis Kanter dan Perangkat Komputer/ Laptop

Umum Pemerintah Provinsi Jambi

2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dan DinsosP2PA Kabupaten Tebo 2. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
3. Surat Asli SKTM dari Desa dan diketahui oleh Camat
4. Fotocopy KK dan KTP
5. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SKTM harus Valid sesuai dengan data termohon yang tercantum dalam data kependudukan
terkait dengan pemeriksaan dokumen yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang

dituju.

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 02 September 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Disahkan Qleh

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pelayanan Surat Rekomendasi Kartu

Judul SOP indonesia Pintar / Kuliah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

4 Pepres Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
{lembaran Negara Rl Tahun 2019 Nomor 242, dimana kementerian pendidikan dan
Kebudayaan mengatur Pendidikan Tinggi yang pada 5 Tahun yang lalu di atur oleh
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang|
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R} Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62

g Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional

g Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo,

10 Peraturan Bupati Tebo nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak {DINSOSP2PA)
Kabupaten Tebo

1. Memahami persyaratan untuk penerbitan rekomendasi
pengajuan KIP / Kuliah

2. Mampu Mengoperasikan Komputer dan memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan pemohon

3. Memiliki Kemampuan Membuat Surat Rekomendasi Pengajuan
KIP / kutiah

4. Mampu Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi KIP / Kuliah

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dan DinsosP2PA Kabupaten Tebo

1. Alat Tulis Kantor dan Perangkat Komputer/ Laptop
2. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
3. Surat Asli SKTM dari Desa dan diketahui oleh Camat

4, Fotocopy KK dan KTP

5. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SKTM dan DTKS harus Valid sesuai dengan data termohon yang tercantum dalam data
kependudukan terkait dengan pemeriksaan dokumen yang dilakukan di tempat pelayanan

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen

yang akan dituju.
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Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 02 September 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Kepala
DINSOSP2PA
Kab Tebo

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.S0S
NIP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial

Judul SOP Pelayanan Pengusulan DTKS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional

8 Permensos No. 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin

9 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

10 Peraturan Bupati Tebo nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA)
Kabupaten Tebo

1. Memahami persyaratan untuk penerbitan rekomendasi
pengusulan DTKS

2. Mampu Mengoperasikan Komputer dan memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan pemohon

3. Memiliki Kemampuan Pengunaan Aplikasi SIKS-NG

4. Mampu Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengusulan DTKS Ke Aplikasi SIKS-NG

2. Bupati Tebo, DinsosP2PA, Dinas Dukcapil, Bappelitbangda, BPS dan Kemensos Rl

1. Alat Tulis Kantor dan Perangkat Komputer/ Laptop
2. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
3. Surat Asli SKTM dari Desa dan diketahui oleh Camat

4. Fotocopy KK dan KTP

5. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Data Pengusulan harus Valid sesuai dengan data termohon yang tercantum dalam data
kependudukan terkait dengan pemeriksaan dokumen yang dilakukan di tempat pelayanan
kesehatan yang dituju.

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen
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Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 02 September 2022

Tanggal Revisi

Tangga! Efektif

Kepala
INSOS P2PA j-

Disahkan Oleh

-

ERLYNDA, S.Sos
IP. 19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

I Pelayanan Penerbitan Surat

Ludl SOF Rekomendasi Gelar Pahlawan

L1,

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang -undang No.20 Tahun 2009 tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal
25 dan Pasal 26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

w N

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Memiliki kewenangan dan kecakapan dalam penerbitan dokumen

Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional

Keterkaitan

Peratatan / Perlengkapan

1. Dengan Kemesos Ri, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi dan DinsosP2PA Kabupaten

1.

Peraturan perundang-undangan yang terkait ;

Tebo
2. Kebijakan pemerintah yang terkait ;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah :
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi ;
5, Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualitas dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

. Database dan Form Rekomendasi
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 02 September 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Pemerintah Kabupaten Tebo

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepala
INSOS P2PA *
Kabup; Tebo'

Disahkan Oleh

ERLYNDA, S.Sos
.19671011 198810 2 001

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Penerbitan Surat

Judul: SOP Rekomendasi Gelar Pahlawan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang -undang No.20 Tahun 2000 tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal

25 dan Pasal 26
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional

Memiliki kewenangan dan kecakapan dalam penerbitan dokumen
Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan

Keterkaitan

Peralatan | Perlengkapan

1. Dengan Kemesos RI, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi dan DinsosP2PA Kabupaten

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;

Tebo
2. Kebijakan pemerintah yang terkait ;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah :
4. Kertas Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi
5. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kualias dokumen tidak mencerminkan dan
memenuhi standar pelayanan

1. Database dan FormﬁEkomendasi
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Nomor SOP /SOP/DinsosP2PA/VITI/2022 |

| Tanggal Pembuatan Maret 2017 I
Tanggal Revist Agustus 2022

| Tanggal Efektif
Tanggal Agustus 2022
Pengesahan |

Disahkan Oleh
KEPALA DINSOS P2PA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAAN ,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pefibina Utama Muda/1V ¢ ‘

NIP. 19671011 198810 2 001

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN Judul SOP PENANGANAN MASALAH ‘
KORBAN BENCANA ALAM MASALAH STRATEGIS
YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT
DARURAT DAN KEJADIAN ‘
LUAR BIASA
DASAR HUKUM l KUALIFIKASI PELAKSANA _
1. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang | 1. Memiliki kemampuan dan kecakapan serta
penanggulangan Bencana. ketrampilan dan inovatif.

2. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan
Langsung berupa uang Tunai bagi korban ' 4
bencana. E

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 tentang bantuan Sosial |
bagi korban bencana.

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor OlI/HUK  Tahun 2011  tentang
pengumpulan sumbangan untuk korban bencana |
alam.

6. Keputusan direktur Jenderal Bantuan dan
Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik
Indonesia Nomor 09.B/BJS Tahun 2002 tentang
pedoman Umum pelaksanaan program Bidang
bantuan dan Jaminan sosial.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15
Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan
daerah.

!\)

Mampu dan memahami situasi pada saat terjadi |
bencana.

Mampu dan memahami penetapan kinerja

[UD]

Menguasai dan dapat mengoperasikan program
komputer.

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP vyanyg dilaksanakan ada keterkaitannya | 1. Peraturan dan perundang - undangan
_ dengan SOP lembaga lain. 2. Alat pengolah data /Komputer
' 2. SOP Internal dan Administratif. 3. Kendaraan Operasional '
4, ATK
5. SDM (Sumber Daya Manusia)
6. Dokumentast
7. Pelaporan .
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN |
I. Apabila Petugas Posko dan Gudang (Logistik) | 1. Peraturan Direktur J enderal Perlindungan dan |
tidak ada di tempat dapat menghambat proses di Jaminan Sosial nomor 05/3/BS.01.02/01/2021
lapangan. tentang petunjuk tehknis pelaksanaan penyaluran
2. Biaya Operasional tidak memadai dapat bantuan sosial bagi korban bencana ‘
mempengaruhi proses penyaluran. |2.  Mengacu Peraturan Bupati Tebo nomor 37 tahun

dan  penatausahaan,pertanggungjawaban  dan
pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja
Tidak terduga (BTT) |

2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan ‘




PENANGANAN MASALAH MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

KEGIATAN

PELAKSANA

Ka | Staf
des
/Ca
mat

Peja
bat
Fung
S10
nal

TA
GA

Ka
Bid

Ka
Dis

| BP

BD

Bekau
da

Baglan
Hukum

Sek
da

Bupati

DPRD

| Waktu |

Melakukan  pe-
ngecekan  lapa-
ngan bersama BP
BD dan Apara-
tur desa/ Camat
lerthadap  infor-
masi bencana
vang di terima
dan membuat La-
poran tertulis dari
desa/ kecamatan
vang di tujukan
ke Bupati

O

1 Hari

[N

Bupatt Tebo me-
nerima surat la-
poran dan men-
disposisikan ke
Dinas sosial

1 hari |

Kadis menelaah
surat laporan dan
mendisposisikan

ke Kabid di te-
ruskan ke Pejabat
Fungsional

10
menit

Pejabat  Fungsi-
onal  menelaah
surat  vang di
terima dan mela-

kukan koordinasi |

dengan  BPBD
guna  penetapan
Status  Tanggap
Darurat.

G
U

1 Hari

L

Pejabat  fungsi-
onal  berkoordi-
nasi dengan BP
BD untuk pene-
tapan Status Ta-
nggap Darurat,

P

'
I
'

30
menit

BPBD menelaah
dan menyampai-
kan laporan ke
Bupati guna pe-
netapan SK Sta-
tus Bencana/ ta-
nggap darurat
kemudian  me-
nyampaikan SK
tersebut ke Dinas
Sosial .

—» | SK Tanggap
Darurat

O

3 Hari

.\‘l

Kadis menclaah
surat /Nota Dinas
vang masuk dan
mendisposisikan

ke Kabid, dite-
ruskan ke pejabat
Fungsional untuk
di sampaikan ke
stal untuk meng-
agendakan,

30
menit

Berdasarkan SK
Status  Bencana/
Tanggap darurat
Kabid beserta tim
(Tagana, Kades
dan Camat) mec-
lakukan peninja-
uan ulang (men-
dapatkan  data
Valid) di sam-
paikan ke Kadis,




PELAKSANA

KEGIATAN Ka | Staf | Pejabat | TA | Ka Ka BP Bekau | Bagian Sek | Bupati | DPRD | Waktu

des Fungsi | GA | Bid | Dis | BD | da Hukum | da
/Ca onal NA
mat

Kadis menerima
hasil data vang
Valid dan men-
disposisikan ke
Kabid serta peja-

bat  fungsional 60
agar  memper- &‘ _C)“ menit
siapkan Nota
Dinas permoho-
nan persetujuan
besaran bantuan
korban bencana
sesual  dengan
hasil pantauan di
lapangan  untuk
penggunaan dana
BTT untuk dapat
di sampaikan ke
Bupati.

. Nota dinas sete-

lah di setwui v
Bupati. maka di
ajukan permoho- 1 Hari
nan ke DPRD
untuk  persetu-
juan penggunaan
Dana BTT

. DPRD menelaah

surat  permoho-

nan tersebut
untuk di setujui > 10
dan menyampai- - menit

kan ke Bupati.

. Bupati menerima |
surat DPRD

melalut  Dinsos

P2PA untuk dj @ % 3 Hari
buatkan SK pe- S B O

netapan  lokasi
bencana dan Be-
saran  ban(uan
vang di terima
dan di sampai-
kan ke Bagian
Hukum untuk di

koreksi.
. Bagian  hukum
mengkoreksi dan l
menyampaikan
ke Dinas sosial 15
untuk menaikan C)ﬁ %“U T D menit
SK Bupati
Lersebut.

. Bupati menelaah
pengajuan  SK
tersebut untuk di 10
setujui  dan  di- »( ) menit
sampaikan ke ]

Dinas sosial.

th

Kadis  mendis-
posisikan SK

Bupati  tersebut
ke Kabid. diterus O * | 10
kan ke pejabat menit

Fungsional untuk
mempersiapkan
dokumen
pencairan

A




KEGIATAN

PELAKSANA

Ka

des
/Ca
mat

Staf

Pejabat
Fungsi
onal

TA
GA
NA

Ka
Bid

Ka
Dis

BP Bekau
BD da

Bagian
Hukum

Sek
da

Bupati

DPRD

Waktu

. Pejabat

fung-
sional memper-
siapkan  surat
permohonan
proses pencair-
an BTT ke
Bekauda sete-
lah di setujui
Kadis.

60
menit

. Bekauda mela-

kukan koreksi
atas pengajuan
berkas pen-
cairan BTT
dan menerbit-
kan SPM.

60
menit

18.

Kadis, kabid
dan pejabat
fungsional me-
nyampaikan

penyerahan

bantuan  dana
BTT tersebut
kepada korban
bencana di
lengkapi doku-
men  pendu-
kung terkait.

1 Hari

19,

Pejabat fungsi-
onal  melaku-
kan dokumen-
tasi, pelaporan
arsip untuk
disampaikan
ke Kabid.

{Hari
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PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VI1I1/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tangeal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan A Agustus 2022

Disahkan ofeh /AKEPALA DI sP2PA KAB.TEBO,

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671011 198810 2 081

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP PENYUSUNAN RKA/DPA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

(F9)

- Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 entang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah

Fardiurail ivicinelt paldail INCRCLL INOLIKY 00 LUl 2Vl / ldld wdld
Perencandan, Pengendalian, dan Evaluasi Fembanpunan Dacrah
tentang RPJPD dan RPIMD serta tata cara perubahan RPJPD dan
DKPMN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenkiatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah
J\cpulusulf’twcmcrl Lrdlairn INCELCT INUITNIOT YOU-200Y Lallull ZuZ 1

tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi.
Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
Adasrah

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Dot abos W oanarman ol
FORZeioiaan ASuangan Daerah

. Memahami Pedoman penvusunan RKA/ DPA

(2]

. Memahami Perencanaan Strategis

tad

. Menguasai Pemograman SIPD

. Menguasai Penggunaan Microsof Word/Excell

5. Menguasai Penggunaan Power Point

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Pengagendaan surat masuk
SOP Pengagendaan surat keluar

SOP Penyelenggaraan rapat

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini ridak dijalankan sesuai prosedur maka akan
memp[engaruhi proses penvusunan RKA/DPA

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kasuba ¥
. a
No. Kegiatan Kadls Sekretaris | Perencanaan | Bidang Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Surat Sekda Disposisi [ S0P
1 | Memerintahkan kepada Sekretaris untuk Pembagian pagu anggaran ke Bidang-bidang ﬂ 5 menit Panan
. —— . _ " surat n
2 Menindaklanjuti disposisi Kadis dengan memerintahkan kepada Kasubbag Perencanaan terkait Disposisi 5 menit Disposisi
dengan Pagu Anggaran yang telah dialokasikan
: Disposisi Notulen S
3 | Melakukan rapat anggaran _ _ _ _ 2 jam Penye
_ [ [ aan
. : ; : A Notulen Rincian Pagu
4 Menindaklanjuti hasil rapat dengan membuat rincian RKA/DPA lalu menyerahkan kepada _L _ 2 hari anggaran
Kasubbag Perencanaan
4 Rincian Pagu | Rincian Pagu
5 | Menerima hasil rincian RKA/DPA dari masing-masing bidang untuk dientry oleh masing — masing . anggaran 2 hari anggaran
operator bidang ,_\
: Rincian Pagu .| Rincian Pagu
6 | Melakukan entry data ke aplikasi SIPPD dan melakukan Print Out ,_n anggaran 1han anggaran
. _ Rincian P, o
7 | Menandatangani print out data SIFPD ( rekap dan rincian ) nw::n%@m_mm_m_._ 30 menit| RKA/DPA
8 | Memperbanyak / dokumentasi DPA/RKA, RKA/DPA | 31 menit] RKA/DPA




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIII/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tangpal Efektif

Tanggal Pengesahan 5 Agustus 2022

Disahkan olch }l KEPALA {OSP2PA KAB.TEBO,

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / TV .c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP PERGESERAN ANGGARAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

[

A

rerdiutdn IVICHLEL L Lydidin INCECIT INULIIUL 00 Ldllull 4V1 / 1dld wdld
Perencanaan,Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubshan RPJPD dan
Félc‘l).l.]l,l‘ldll IVICHICLL Lrdlaiti INCECIL INUIIUL 00 Lallull LU/ fdld vdid
Perencanaan.Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
tentang RPJPD dan RPIMD serta tata cara perubahan RPJPID dan
DDy

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangean daerah
I\cg}u-;u:»m{ SVECTILCTL 1 3diginl ;‘\‘C'};iiﬂ INUITIUE USU-2007 § diilit 2021

tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan

Aaerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

. Memahami pedoman penyusunan RKA/DPA
. Memahami Perencanaan Strategis

)

. Menguasai Aplikasi : SIMDA,dan SIPD atau Bridge System

. Menguasai aplikasi microsof office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Pengagendaan surat masuk
SOP Pengagendaan surat keiuar
SOP Penyelenggaraan rapat

Peraturan Perundang-Undangan
ATK
Seperangkat komputer/alat pengolah data

£ o —

Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun mempengaruhi penyerapan anggaran

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




“Pelaksana utu Baku T
No Kegiata Kasubag
: it Bidang  Sekretaris | Perencanaan | TAPD | Pelaksana| Kaban | Kelengkapan | Waktu | Outp
Surat oa?ﬂ_m_
1| Surat permohonan dari bizng untuk melakukan pergeseran pagu anggaran dari bidang permohonan/Disp| 5 menit
osisi surat
. Dispasisi surat | Disposisi
2 | Disposisi uniuk sekretaris menindaklanjutl, memerintahkan kapada Kasubbag Perancanaan § menit
Disposisi surat, | Disposisi
3 | Mengolah data untuic diLakukan pergeseran pagu data 2 hari dats
S Disposisi surat, Disposisi
4 | Melakukan rapat dengan Tim Anggaran _ | data 2 hari datz
£ Disposisi surat, - w |
5 | Melakukan entry data ke Aplikasi, Print out data I,_\ data ari ata
6 | Pendatanganan DPA Pergeseran I Data 1 hari Data
7 Memperbanyak / dokumentasi DPA U .




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII1/2022

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tangegal Pengesahan ;4 Agustus 2022

Disahkan oleh /( KEPALA

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / TV.c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP MONITORING EVALUASI KEGIATAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, |1. Memiliki kemampuan /kompetensi dalam evaluasi kegiatan yang telah
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan dilaksanakan
Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2. Memiliki kemampuan menghimpun data program dan kegiatan
3. Penetapan Kinerja 3. Memiliki kemampuan mengolah data hasil pengawasan
4. Rencana Kerja Tahunan 4. Memiliki kemampuan mengolah data pendukung
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

N =

SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alal pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
! Kasubbag
No.
S it Kadis Sekretaris Kabid Kasubag Pererncanaan Kelengkapan Waktu
Umum
p A — PA, .
1 |Melakukan inputing data CPA/PK/RKT mU DPA,PK RKT 15 menit
S ; konsep laporan berkala
2 [Memverifikasi laporan berkala 1 hari
e konsep laporan berkala
3 [Menyampaikan hasil verifikasi DA'IDAI;’E&I!]!_ 10 menit
konsep laporan berkala
4 | Menerima hasil verifikasi dari Sekretaris/Kabid/Sub Bagian paling lambat 3 bulan berikutnya ﬁUAl. 10 menit
: — konsep laporan berkala .
5 |Menyampaikan konsep laparan berkala bulan, riwulan dan tahunan _H ,_/P 10 menit
-1
konsep laporan berkala
. . tidak .
6 [Mereviu konsep laporan berkala bulan, triwuian atau tahunan va 1 hari
9 konsep laporan berkala _
7 |Menyerahkan konsep laporan berkala untuk mendapatkan persetujuan < 30 menit
8 Mereizw dan mendandatangani laporan berkala dalam bentuk bulanan dan triw ulan atau tidak laporan berkala iz
fahunan | Jer
! lapcran berkala
s >C ) be pafing lambat
9 [Mereviiew dan menandatangani laporan final untuk digandakan dikirim 1g!.10 bulan
_ berikutnya




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/VIII/2022

Tanggal Pembuatan

Maret 2017

I'anggal Revisi

Agustus 2022

Tanggal Efekiif
Tanggal Pengesahan A Agusius 2022
Disahkan oleh /( KEPALA DINSOSP2PA KAB.TEBO,

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / [V.¢
NIP.1967101] 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP PELAKSANAAN EVALUASI

DASAR HUKUM

KUALITIKAST PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

(2]

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi.
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

—

[}

. Mampu melakukan koordinasi
Mampu bekerja dan tim

Mampu meiakukan penggalian informasi

. Mampu melakukan penelaahan terhadap permasalahan

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

I. SOP Pelaksanaan Evaluasi
SOP Penyusunan Laporan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dijalankan akan mengganggu proses selanjutnyva

Disimpan sebagai data cickironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
T Uraian Keglat Analis e
() raian Kegiatan 2
Kadis Sekretaris| Kasubbag umazom.:%:_ Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan evatuasi dan
pelaporan
1. |Menugaskan Sekrataris untuk melaksanakan Evaluasi kegiatan . Nota Dinas 10 menit Disposisi
_ jaskan Kas Perencanaan Prog tuk iapk . ) : . -
2 gm;:@mmx In Kasubbag Perencanaan am:ma.wsc menyiapkan Dighad 10 menit Disgisie
nstrumen dan bahan kelengkapan evaluasi keglatan. _
Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk ¥
3. [menyiapkan instrumen yang telah dibuat beserta bahan kelengkapan Disposisi 10 menit Disposisi
evaluasi kegiatan.
A 4
_ _ ) Instrumen
enyi: n n yang felah dibuat beserta bahan kelengkapan ) - ) .
4. i :S%x.m:_ .m:csm yang e buat beserta bahan kelengkapa Disposisi 10 menit | Monitoring, Jadwal
evaluasi kegiatan. ,
Kegiatan
\
instrumen
5. |Melaksanakan evaluasi kegiatan Monitoring, Jadwal | 600 menit Data
Kegiatan
6. |Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan evaluasi Data 30 menit| Konsep Laporan




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIIT2022

Tangpal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efekiif

Tanggal Pengesahan 1 Agustus 2022

Disahkan oleh /< KEPALA SP2PA KAB.TEBO,

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196710151 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

PENYUSUNAN LKjIP PERANGKAT

SOp
Judul SO DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeriniah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

" i T i 5 v L FNtT: Y
4. Permen PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas
kinerja instansi pemerintah.

1. Memahami Pedoman Penyusunan LKjIP

2. Memahami Perencanaan Strategis

3. Menguasai Program Microsof Office

3. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan pelaksanaan Renstra
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengagendaan surat masuk I Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Pembuatan Tim 2 ATR
3. SOP Penyelenggaraan rapat 3 Seperangkat komputer/alat pengolah data

4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

LKjIP harus disampaikan ke Inspektorat daerah dan bagian

i Setda setiap tahuanya schagai bahen untuk pembuatan

LKjIP Kabupaten.

Apabila tidak disusun akan mempengaruhi penilaian oleh Kemen
PAN dan RB

Format LKjIP disesuaikan dengan Permen PAN dan RB Nomor
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian
kinerja dan tata cara reviu atas kinerja instansi pemerintah.

Disimpan sebagai Data Flektronik dan Manual




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Kasubag Tim Ket.
Kadis Sekretaris | Perencanaan Kabid | Pelaksana|Kelengkapan| Waktu Output
Penyusun
Presentasi dan diskusi terkait LAKIP yang h * ~ 4_. ~ 2 Om@m:. =0P
disusun ) Undangan am terkait Draft | Penyel.
_ _ I i _ | LAKIP | Rapat
3 Catatan 5
Mempersiapkan Draft LAKIP sesuai hasif diskusi terkait Draft .| Draft LAKIP
menit
_ LAKIP
Menandatangani LAKIP : Draft LAKlp | || Dokumen
ASTESSARTEE At hari | LAKIP
Menggandakan dan mendistribusikan Dokumen Dokumen 5 _Wm_ﬂ__a@ww
| LAKIP LAKIP | menit| -0 Y30




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII2022

Fanggal Pembuatan Maret 2017

l'anggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Efekuf

Tanggal Pengesahan /
— =

Disahkan oleh

ERLYNDA, S.Sos

Pembina Utama Muda / TV .c
NIP.19671011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN

Judul SOF
udul SOP PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD

I. Memahami penyusunan LPPD

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Pengagendaan surat masuk
SOP Pengagendaan surat keluar
SOP Penyelenggaraan rapat
SOP Pembentukan tim

=N =

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak disusun mempengaruhi Penyclenggaraan Pemerintah
Daerah

Disimipan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Wuty Baku e
; Kasubid 3
No. ]
b Kegiatn Kadis Sekretaris Perencanaa  Kabid vmg,u__”qm_cs Pelaksana| Kelengkapan | Waktu Outp
i
. ) I . _ ; Surat Edaran Disposisi
Memberikan perintan kepada Sekretaris untuk melaksanakan permintaan data sebagal bahan :
1 g Sekda 5 menit
penyusunan LPPD
e
_ o : o Dispaosisi surat | Disposisi
2 | Menindaklanjuti perintah kapada Kasubag Perencanaan kepata masing-masing bidang § menit
R Disposisi surat, |
3 | Meminta data kepada masing-masing bidang _ r__ data 2 hari
W e
Mengumpukan bahan dan mengalah menjadi data LPPD serta meneruskan data kepada tim ] Disposisi surat i
4 . data 2 hari
penyusun
] ) ) Disposisi surat,
5 | Mempersiapkan hasil data tim penyusur untuk diproses menjadi buxu LPPD data 2 hari Data
A
6 | Menandatangani LPPD H Data 5 menit Data
7 | Menerima dan memperbanyak/menggaridakan LPPD > ) Data 1 hari Data




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/VII1/2022

Tangpal Pembuatan

Maret 2017

Tanggal Revisi
- e

Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan

Agustus 2022

Disahkan oleh

KAB.TEBO.

Vi
/‘\KEPALA DI

ERLYNDA. S.Sos
Pembina Utama Muda / TV ¢
NIP.1%671017 198810 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI

Judul SOP

PENYUSUNAN LAPORAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- PP Nomor [8 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi.
Tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memahami Pedoman surat keluar

2. Menguasai Program Microsof Office

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

b —

[

SOP Pengagendaan sura masuk
SOP Pengagendaan surat keluar

SOP Pengarsipan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat kompuiter/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dijalankan akan mengganggu proses selanjutnya

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubbag Analis
Perencanaan | Perencanaan,evalu | Sekretaris| Kadis Kelengkapan Waktu Output
asi dan pelaporan
Menugaskan Analis perencanagn, evaluasi dan pelaporan disposisi, . ) o
1. Untukmenyusun Laporan. . ) 15 menit disposisi
cataian/notulen
engumpulkan dan mengolah data, serta menyusun konsep disposisi, data 50 menit konsep lapcran
2 ‘aporan, kemudian menyampaikan kepada Kasubbag 9 idat
T TR e d 4 tidak = — o == === - — N =
Perencanaan untuk dikoreksi,
Mengereksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada :/.r A )
Sekretaris untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep laporan 10 menit konsep laporan
3. |«epada Analis perencanaan evluasi dan pelaporan uniuk
diperbaibj, — e— W N
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada , .
Kaban untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada konsep laporan 10 menit konsep laporan

| |Kasuobag Perencanaan untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsen laporan. Jika setuju, menugaskan Sekretaris

untuk mencetak final laporan dan memproses penandatanganan,
5. |Jika tidak seiuju, mengembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki. e
Mentgaskan Kasubbag Perencanaan untuk mencetak final

6. [laporan dan memproses penandatanganan.

konsep laporan,
disposisi

konsep laporan 10 menit

[ |Mlenugaskan Analis perencanaan evaluas dan elaporan untuk y a . PR it
7. |menosiak fnal _muoﬁ%z dan memproses um:ma%msmm:m:. konsep laparan, 5 menit Konsep laporan,
ammuo@m_ _ o B _Q_mv|0m_mm| -
8 Mencetak firal *mh_uoag dan menyerahkan kepada Kasubbag Y konsep laporan, , . ,
* [-erencanaan untuk mendapatkan paraf. . . 15 menit konsep laporan
disposisi
8. _ | . Y .| konsep laporan dengan
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahian kepada Sekrataris konsep laporan 5 menit araf
| 10Juntuk mendapatkan paraf. para
e o e ———————— ¢ L .y )  paar |}
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala konsep lanoran denazn . konsep laporan dengan
11. |dinas untuk Smmm%m;m: tanda S:mm:, P 8 RSP vmﬁmﬂ : 5 menit e ﬂ_umﬂm*, g




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubbag Analis
Perencanaan | Perencanaan,evalu| Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
asi #ian peiaporan

Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Sekretaris . konsep laporan dengan . s o
11. . : . 5 menit laporan, disposisi

untuk mengarsipkan laporan. paraf
12, Menugaskan Kasubbag Perencanaan untukmengarsipkan taporan, disposisi 5 menit laporan, disposisi

laporan. JP
13.| Mengarsipkan laporan. iaporan, disposisi 5 menit arsip




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Normor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIH2022

Tangeal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi Agustuys 2022

Tanggal Efektf

A Agustus 2022

Tanggal Pengesahan

2PA KAB. TEBO,

Disahkan oleh /‘ KEPALA DINS#

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19671011 198810 Z 00}

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KUALITAS KELUARGA

Judui SOP Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

L. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
konvensi mengenai bentuk diskriminasi terhadap wanita

——

- Memahami peraturan perundang - undangan yang terkait sosialisasi
kegiatan pemberdayaan ekonomiperempuan sebagai kepala keluarga
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam melaksanakan
sosialisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai kepala
keluarga
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan
sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga p{envedia

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

I. SOP Pengagendaan surat masuk

12

SOP Pengagendaan surat keluar

3. SOP Pengarsipan

Peraturan Perundang-Undangan
ATK

Seperangkat komputer/alat pengolah data

r -

S

Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG tidak dilaksanakan
sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang

berkelaniutan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




No.

10.

11.

KEGIATAN

Persiapan

Sinkronisasi
sosialisasi
Kabupaten
Kecamatan

dan

Penyusunan SK
Tim sosialisasi
narasumber dan
pembuatan surat
dan jadwal ke
Kecamatan dalam
Kabupaten Tebo

Menelitn dan
memaraf SK,
Surat sosialisasi
dan jadwal

Penandatangan

SK, Surat
sosialisasi dan
jadwal
Penggandaan
Sosialisasi ke

Kecamatan dalam
Daerah
Kabupaten Tebo

Laporan hasil
sosialisasi dalam
Kabupaten Tebo

Laporan hasil
sosialisasi dalam
Daerah

Kabupaten Tebo

ke Kepala Dinas

Pengarsipan

Selesai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PELAKSANAAN PUG

MUTU BAKU

Sekdis Kadis HBelengkapan Waktu Out put

UNIT PELAKSANA
Kabid Kasi  Staf
) e
X
= ‘_._ )
y
-] —

v

Peraturan, UU

Kumpulan
peraturan
perundang-
undangan

Konsep SK,
Konsep Surat
dan Jadwal

8K,
Surat dan
jadwal
sosialisasi

oTs

SK,
Surat dan
Jadwal

sosialisasi

Materi,
SK,
Kumpulan
peraturan
perundang-
undangan

Draf laporan

Laporan
pembinaan

Laporan
sosialisasi

3 Jam

1 Jam

1 hari

30
menit

15
menit

1 han

3 hari

30
menit

Kumpulan
peraturan
perundang-
undangan

Materi dan
Narasumber

SK,
Surat dan
jadwal
sosialisasi,un
dangan
peserta

SK,
Surat
undangan
peserta dan
jadwal
sosialisasi
SK,
Surat dan
jadwal
sosialisasi

Pemahaman
tentang
sosialisasi

Laporan
sosialisasi

Laporan
sosialisasi

Arsip

Ket



Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/NVII2022
Tanggal Pembuatan Maret 2017
Tanggal Revisi Agustus 2022
Tanggal Efektf
Tanggal Pengesahan A Agusius 2022
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh 5
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NIP.15671011 198814 2 001
d P bid litik,
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN il $ap :u °|:"u:rs:syi:f:ane:i';‘n"0“;;' a‘ d;":)gr p;’n'is'agi
KUALITAS KELUARGA } : eh EERSAE
Kemasyarakatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan L. Memahami peraturan perundang - undangan yang terkait sosialisasi
Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) kegiatan pemberdayaan ckonomiperempuan sebagai kepala keluarga
2. 2. Memiliki k k ikasi baik dal laks
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan i cfl,l. g ‘em;?rljpuan ) orr{unl 42 ?/‘ang ) e e ; anal‘<an )
! sosiailsasi kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai kepala
Pembangunan Kcluarga Sejahtera
keluarga
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan
konvensi mengenai bentuk diskriminasi terhadap wanita sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga plenyedia
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengagendaan surat masuk I Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Pengagendaan surat keluar 2 ATK
3. SOP Pengarsipan 3 Seperangkal komputer/alat pengoiah data

4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
pada organisasi kemasyarakatan tidak dilaksanakan sesuai SOP maka

akan mengganggu pefaksenaan kegiatan vang berkelan]




No.

10.

KEGIATAN
Persiapan
sosialisasi stop
perkawinan pada
anak dan
parenting di
Kabupaten dan
Kecamatan

Penyusunan  SK

Tim sosialisasi
narasumber dan

pembuatan surat
dan jadwal ke
Kecamatan dalam
Kabupaten Tebo

Meneliti dan
memaraf SK,
Surat sosialisast
dan jadwal
Penandatangan
SK, Surat
sosialisasi dan
Jadwal
Penggandaan
Sosialisasi ke

Kecamatan dalam
Daerah
Kabupaten Tebo

Laporan hasil
sosialisasi  dalam
Kabupaten Tebo

Laporan hasil
soslalisasi dalam
Daerah

Kabupaten Tebo

ke Kepala Dinas

Pengarsipan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
Kemasyarakatan

Kabid

Kasi

UNIT PELAKSANA
Staf

L)

Sekdis

Kadis

v

MUTU BAKU
Kelengkapan Waktu
Peraturan, UU 3 Jam
Kumpulan 1 Jam
peraturan
perundang-
undangan
Konsep SK, 1 haxni
Konsep Surat
dan Jadwal
SK, 30
Surat dan menit
jadwal
sostalisasi
SK,
Surat dan 15
}'ad\val menit
sosialisasi
Materi, 2 hari
SK,
Kumpulan
peraturan
perundang-
undangan
Draf laporan 3 hari
Laporan 3 hari
pembinaan
Laporan 30
sosialisasi menit

Cut put

Kumpulan
peraturan
perundang-
undangan

Materi dan
Narasumber

SK,
Surat dan
jadwal
sosialisasi,un
dangan
peserta

SK,
Surat
undangan
peserta dan
jadwal
sosialisasi
SK,
Surat dan
jadwal
sosialisasi

Pemahaman
tentang
sosialisasi

Laporan
sosializas:

Laporan
sosialisasi

Arsip

Ket



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DINSOSP2PA/VTIT/2022

I

angeal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi

Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal Pengesahan Y

Agustus 2022

Disahkan oleh

/kEPALA DINSASP2ZRA KAB. TEBO.

ERLYNDA. S.So0s
Pembina Utama Muda / IV .c

NIP.196710}1 198810 2 001

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN

KUALITAS KELUARGA

Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan

kewenangan kabupaten/liota

Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAST PELAKSANA

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang- Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)

- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Grang
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan
Sosial

5. Undang - Undang 10.36 tahun 2009 tentang Keschatan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

dan Kerja sama Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga

——

- Memahami Peraturan perundang - undangan yang terkait denpan
peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan

- Memahami materi tentang peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan
sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya fembaga pjenyedia

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Ny —

w

SOP Pengagendaan surat masuk
SOP Pengagendaan surat keluar

SOP Pengarsipan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK
3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan tidak dilaksanakan sesuai SOP
maka akan mengganggu pelaksanaan sosialisasi

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan kewenangan kabupaten/kota

UNIT PELAKSANA MUTU BAKU
ik o Kabid =~ Kasi = Staf Sekdis Kadis Helengkapan Waktu  Output | Ret
umpulan
| I Peraturan, Ul 2 Jam | peraturan
i. Persiapan perundang-
J undangan
Fivi i
: Lylty .‘_4 el Kumpulan 2 Jam Materl
Sinkronisasi l peraturan Tingkat
2. | perlombaan perundang- Kabupaten
tingkat undangan.
Kabupaten. Materi yang di
perlombakan
Penyusunan SK Konsep SK 2 hari SK panitia
Panitia dan dan dan dewan
3. narasumber serta HE I l Konsep Surat Juri.
surat undangan ! Surat
peserta i undangan
l peserta
Meneliti dan J SK panitia dan 30 SK panitia
memaraf SK - dewan juri. meriit dan dewan
4.  Panita dan dewan ‘ Surat iari,
juri serta surat undangan Surat
undangan peserta peserta undangan
peserta
Penandatangan SK panitia dan SK panitia
SK Panita dan # dewan juri. 20 dan dewan
5 dewan juri serta <> Surat menit juri.
" surat undangan undangan Surat
peserta peserta undangan
peserta
6. | Penggandaan | E}e
’ Materi,
Pelaksanaan v SK, 1 hari lomba e-
7. Lomba e-reporting e . Kumpulan reporting
peraturan
I perundang-
J undarngan,
Laporan hasii | i Draf laporan 3 hari Laporan
g, | lomba e-reporting ] ‘_f lomba e-
porting
Lapcran hasil Laporan lomba 30 Laporan
9.  lomba e-reporting > e-reporting mentt lomba e-
ke Kepala dinas porting
- Laporan e- 5 Arsip
ig. | P reporting menit

11. | Selesai



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSTAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII1/2022

Fangoal Pembuatan Maret 2017

I'anggal Revisi Agustus 2022

Tanggal Pengesahan

iy

; Agustus 2022 -\

Disahkan oleh AKEPALA DINS

/

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV .c
NIP.IS671011 1988160 2 001

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN

KUALITAS KELUARGA

Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG

dul §
Judul SOP termasuk PPRG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

I\J

- InpresNomor 9 Tahun 2600 tentang Pengarusutamazn Gender dalam

Pembangunan Nasjonal

. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIM) 20202024
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 fentang tahapan, tata cara
penyusunan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan.
pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, taia cara
evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentan g RPJPD dan RPIMD
serta tata cara cara perubahan RPJPD dan RPIMD dan RKPD

Permendagri Nomor 67 tahun 201 | tentang Perubahan atas
pleraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang
Pedoman Umum pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di daerah
Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 202] tentang tata cara
pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dalam lingkup Pemerintahan
daerah

I. Memahami peraturan perundang - undangan yang terkait dengan
kebijakan pelaksanaan PUG

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam melaksanakan

sosialisasi kebijakan pelaksanaan PPRG

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Pengagendaan surat masuk
SOP Pengagendaan surat keluar

SOP Pengarsipan

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika sosialisasi kebijakan kebijakan pelaksanaan PUG termasuk
PPRG tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mengganggu
pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP /SOP/DinsosP2PA/VII/2022

- Tanggal Pembuatan Maret 2017
Tanggal Revisi | Agustus 2022
Tanggal Efektit ! 1
Tanggal Agustus 2022
Pengesahan

Disahkan Oleh

KEPALA DINSOS P2PA

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN Judul SOP PEMINJAMAN ASET
KORBAN BENCANA ALAM PENANGGULANGAN |
BENCANA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentan
penanggulangan Bencana.
Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008
Tentang  Penyelenggaraan  penanggulangan
bencana.
3. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang pendanaan dan pengelolaan Bencana

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
' Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Umun
Taruna Siaga Bencana

%
=

ho

1. Memiliki  kemampuan Manajemen Peralatan

Penanggulangan Bencana

2. Memiliki kemampuan pengelolaan Peralatan

Penanggulangan Bencana

Mengetahui tugas pokok dan fungsinya .

Mengetahui penggunaan perangkat computer.

Diutamakan ~ pernah  mengikuti  pelatihan

Manajemen logistik dan peralatan.

6. Diutamakan  pernah  mengikuti  pelatihan
pengelolaan operasional peralatan
Penanggulangan Bencana

7. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan Pos
Komando

|99

o

(g

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
L. SOP Stock Opname barang persediaan . Alat Tulis kantor ﬂ{
SOP Pelaporan barang persediaan pembantu | 2. Gudang Peralatan
pengelola barang daerah 3. Komputer dan Printer
4. Jaringan internet
5. Peralatan Penanggulangan Bencana berdasar jenis

bencana

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penerimaan barang persediaan pakai habis yang |

udak sesuai dengan dokumen pengiriman

mengakibatkan laporan tidak valid.
2. Penyimpanan barang pakai habis yang tidak
sesual dapat mempengaruhi kualitas maupun
kuantitas barang persediaan pakai habis.
Penatausahaan barang persediaan yang tidak
tertib mengakibatkan laporan persediaan tidak
valid.

[O8]

Setiap penerimaan dan pembelian barang dicatat |
dalam kartu barang sesuai dengan bukti transaksi




PEMINJAMAN ASET PENANGGULAN GAN BENCANA

KEGIATAN

Si Peminjam mengajukan Surat
peminjaman Aset ke bagian TU di
tujukan kepada Kepala Dinas

[

(%}

Staf  TU menyampaikan dan
mempersiapkan berkas Disposisi
ke Kepala Dinas.

PELAKSANA

—

Peminjam

Petugas
Gudang

Staf

Pejabat
Fungsional

Kepala
Bidang

Kepala
Dinas

| Waktu

</L

10 Menit

O

10 Menit

Kepala Dinas menelaah surat dan
mendisposisikan surat peminjaman
ke Kabid.

Kabid menyampaikan Disposisi
surat  tersebut ke  Pejabat
Fungsional.

10 menit

10 menit i |

Pejabat fungsional memerintahkan
petugas gudang untuk menyiapkan
Berita Acara peminjaman Aset.

Petugas Gudang menyiapkan Aset
yang di  pinjam kepada si
peminjam,

Peminjam menandatangani Berita

Acara Peminjaman Aset

30 menit

30 Menit

Peminjam mengembalikan Aset.
petugas Gudang mengecek kondisi
serta  jumlah  barang vyang dj
pinjam. Jika lengkap di siapkan
Berita Acara pengembalian vang di
pinjam. Petugas Gudang
menyimpan kembali  Aset dj
Gudang.

10 menit

30 Menrt




Nomor SOP /SOP/DinsosP2P A/VIL/2022
~Tanggal Pembuatan Maret 2017 |
Tanggal Revisi Agustus 2022
| Tanggal Efektif
Tanggal Agustus 2022
| Pengesahan
|| Disahkan Oleh
| SOSP2PA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO " ERLYNDA., S.Sos
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAAN Pembina Utama Muda/IV ¢
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NIP. 19671-011 198810 2 001
SUB BAGIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN | Judul SOP PROSES BISNIS PROGRAM
SOSIAL KELUARGA [ KELUARGA HARAPAN
| (PKH)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

2]

|98

PeraturanPresiden No. 15 tahun 2010
TentangPenanggulanganKemiskinan;
PeraturanPresiden No. 96  Tahun 2015
TentangPerubahanPresidenNomor 15 Tahun
2010
TentangPercepatanPenanggulangankemiskinan;
PeraturanPresiden No0.63 Tahun 2017

Tentang PenyaluranBantuanSosial Non Tunai

1 Tahun 2018 Tentang
Program KeluargaHarapan;
KeputusanMenteriSosialRepublik Indonesia
S0/PEGHUK/2002 Tim

PenanggulanganKemiskinanDepartemenSosialRe

PermensosNomor

Nomor Tentang

publik Indonesia,

Sumber Daya Manusia Program Keluarga
Harapan (  SDM PKH) vang diangkat
Kementerian Sosial RI.

KETERANGAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

Program Keluarga Harapan Merupakan Program
Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat.
Mekanisme PKH Dilaksanakan Mulai Darl
Perencanaan, Penectapan Calon Peserta PKH,
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH,
Penetapan KPM PKH, Penyaluran Bantuan
Sosial PKH, Pendampingan PKH, Peningkatan
Kemampuan Keluarga, Verifikasi Komitmen
KPM PKH, Pemutakhiran Data KPM PKH.

1. ATK

2. Komputer

3. Aplikasi

4. Laporan Kegiatan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN |

Apabila calon penerima PKH tidak memenuhi
syarat maka status kepesertaannya dinyatakan
Tidak Layak / Non Eligible ( NE ).

Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Stakeholder

pemangkukepentingan.




SOP PROSES BISNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

KEGIATAN

PELAKSANA

Pendamping ' Administrator | Koordinator
Sosial PKH ( | Pangkalan Kabupaten/Kota
PDP) | Data (APD) ( KOORKAB )

Kasi

| Kabid Kadis

Waktu

APD Menerima Data
Awal/Bnba Calon KPM
PKHdanMelakukan
Pemetaan/Pemapingan
BNBA Data Awal.
Selanjutnyadiberikanke
PDP

¢

to

PDP menerimaData
awal / BNBA Calon
KPM
AwaldanMelakukan
Pertemuan Awal
Terhadap Calon KPM
PKH

»

PDP Melaksanakan
Proses Bisnis PKH Yang
Meliputi Sosialisasi
Validasi Penyaluran
Bansos, verifikasi
Komitmen, Pertemuan
Kelompok,
Pemutakhiran Data Dan
Graduasi KPM

PDP Melakukan
Pendampingan, Mediasi,
Fasilitasi Dan Advokasi
Kepada KPM PKH
Dalam Proses Perubahan
Perilaku, Pola Fikir
Yang Mandiri Dan
Produktif

PDP Menyusun Dan
Menyerahkan Laporan
Bulanan Pelaksanaan
PKH dan Laporan
Lainnya Secara
Berkalake APD.

APD
menerimalaporandari
PDP danMelakukan
Veritikasi Terhadap
Hasil Validast,
Verifikasi Komitmen,
Pemutakhiran Data Dan
Realisasi Penyaluran
Bantuan Dari Seluruh
Kecamatan Dalam
Sisytem.Selanjutnyamen
verahkanke KOORKAB.

PDP, APD dan
KOORKAB Menyusun
Rencana Kerja PKH
Diwilayah Kerjanya.

KOORKAB Melaporkan
Secara Berkala
Perkembangan
Pelaksanaan PKH
Diwilayah Kerjanya
Kepada Dinas Sosial
Kab/Kota




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSTAL PEMBERDAYAAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DinsosP2P A/VI1I/2022

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Maret 2017

Agustus 2022

Tanggal Efektif

Tanggal
Pengesahan

Agustus 2022

Disahkan Oleh

KEPALA DINSOS P2PA
AB. TEBO

ina Utama Muda/IV ¢
719671011 198810 2 001

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN Judul SOP PEMINJAMAN ASET
KORBAN BENCANA ALAM PENANGGULANGAN
BENCANA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang | I. Memuliki kemampuan Manajemen Peralatan
penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana
2. Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 |2. Memiliki kemampuan pengelolaan Peralatan
Tentang  Penyelenggaraan  penanggulangan Penanggulangan Bencana
bencana. 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya .
3. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 |4. Mengetahui penggunaan perangkat computer.
tentang pendanaan dan pengelolaan Bencana 5. Diutamakan  pernah  mengikunn  pelatihan
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Manajemen logistik dan peralatan.
Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Umun [6. Diutamakan  pernah  mengikuti  pelatihan
Taruna Siaga Bencana pengelolaan operasional peralatan
Penanggulangan Bencana
7. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan Pos
Komando |
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Stock Opname barang persediaan 1. Alat Tulis kantor
2. SOP Pelaporan barang persediaan pembantu |2. Gudang Peralatan
pengelola barang daerah 3. Komputer dan Printer
4. Jaringan internet
5. Peralatan Penanggulangan Bencana berdasar jenis
bencana -
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
I. Penerimaan barang persediaan pakai habis yang | Setiap penerimaan dan pembelian barang dicatat
tidak sesuai dengan dokumen pengiriman | dalam kartu barang sesuai dengan bukti transaksi
mengakibatkan laporan tidak valid.
2

O8]

Penyimpanan barang pakai habis yang tidak
sesuai dapat mempengaruhi kualitas maupun
kuantitas barang persediaan pakai habis.
Penatausahaan barang persediaan yang tidak
tertib mengakibatkan laporan persediaan tidak
valid.




PEMINJAMAN ASET PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN

PELAKSANA

Peminjam

Petugas
Gudang

Staf

Pejabat
Fungsional

Kepala
Bidang

Kepala
Dinas

Waktu

Si Peminjam mengajukan Surat
peminjaman Aset ke bagian TU di
tujukan kepada Kepala Dinas

</L

10 Menit

Lo

Staf  TU menyampaikan dan
mempersiapkan berkas Disposisi
ke Kepala Dinas.

10 Menit

Kepala Dinas menelaah surat dan
mendisposisikan surat peminjaman
ke Kabid.

10 menit

Kabid menyampaikan Disposisi
surat  tersebut ke  Pejabat
Fungsional.

10 menit 1

Pejabat fungsional memerintahkan
petugas gudang untuk menyiapkan
Berita Acara peminjaman Aset.

30 menit

Petugas Gudang menyiapkan Aset
yang di  pinjam kepada si
peminjam,

e

30 Menit

Peminjam menandatangani Berita
Acara Peminjaman Aset

10 menit

Peminjam mengembalikan Aset,
petugas Gudang mengecek kondisi
serta jumlah barang vyang di
pinjam. Jika lengkap di siapkan
Berita Acara pengembalian yang di
pinjam, Petugas Gudang
menyimpan  kembali  Aset  di
Gudang,

30 Menit




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif
Tanggal

| Pengesahan
Disahkan Oleh

/SOP/DinsosP2PA/VIII/2022
Maret 2017 {
Agustus 2022

Agustus 2022

ERLYNDA., S.Sos
embina Utama Muda/IV ¢
NIP. 19671-011 198810 2 001

SUB BAGIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN | Judul SOP PROSES BISNIS PROGRAM |
SOSIAL KELUARGA KELUARGA HARAPAN ‘
(PKH)
|
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA ‘
1. PeraturanPresiden No. 15 tahun 2010 Sumber Daya Manusia Program Keluarga |
. Harapan ( SDM PKH) yang di angkat
TentangPenanggulanganKemiskinan: Kementerian Sosial RI.
2. PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2015
TentangPerubahanPresidenNomor 15  Tahun |
2010
TentangPercepatanPenanggulangankemiskinan:
3. PeraturanPresiden No.63 Tahun 2017 ‘

Tentang PenyaluranBantuanSosial Non Tunai

Tahun 2018 Tentang
Program KeluargaHarapan;

5. KeputusanMenteriSosialRepublik

50/PEGHUK/2002

PenanggulanganKemiskinanDepartemenSosialRe

4. PermensosNomor 1

Indonesia

Nomor Tentang  Tim

publik Indonesia;

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Program Keluarga Harapan Merupakan Program
Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat.
Mekanisme PKH Dilaksanakan Mulai Dari
Perencanaan, Penctapan Calon Peserta PKH.
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH,
Penetapan KPM PKH, Penyaluran Bantuan
Sosial PKH, Pendampingan PKH, Peningkatan
Kemampuan Keluarga, Verifikasi Komitmen
KPM PKH, Pemutakhiran Data KPM PKH.

l. ATK

2. Komputer

3. Aplikasi

4. Laporan Kegiatan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila calon penerima PKH tidak memenuhi
syarat maka status kepesertaannya dinyatakan
Tidak Layak / Non Eligible ( NE ).

Koordinast dengan Instansi Terkait dan Stakeholder |
pemangkukepentingan.




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

FLRLINE UNTGAN ANAR

Nomor SOP

/SCP/BINSOSP2PA/VIT/2022

Tangoal Pembuatan

Marer 2017

Tanggal Revisi

Agustus 2022

. gg §
T?!lggalﬂengﬁ%ahﬂl_
Disahkan olch

. .Z
TONLIL

rr!

Agustuc 2022 _____
KEPALA DINSOSP2ZPA KAB. TEBUL,

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / TV.c

WNIP I9ATTT 1.

Pe]ayanan Ansak Terlantar, Anak Ballta
rlaptar, Anzk Jalanan, Anak Dengan

san dan Anak Yang Berhadapan

ERLE L B £3

Kee
II}engfm Hukum

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang HAM

2. Undang - Undang Dasar Republik Indenesia Tahun 1945 Pasal 34
avat 1. fakir miskin dan anak rerfantar dipelihara dan Negara

3. Uflaal‘g Undan £ Nomor ii banun 2009 cniang i\.L‘sl..imm..!adﬂ
Sosial

4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Per]indungan

Z e
o. i L/L(LLLIL aii P \./uu.,xuu.uu LVUAL[UL L 1<.Lu.ul 2012 iciitar

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6. Peraturan Menterl Sosial nomm 39 tahun 2012 tentang Standar

C

lJ

7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan
susunan organisasi, uraian tugas dan fup g51 serta tata kerja Dmas

10.

KUATIFIKAS] PR AKSANA
Memahami regulasi terkail rehabilitasi sosial anak terfantar

Memahami tentang hak -hak anak sesuaikonvensi hak anak (KHA)
Memahami proses pendekatan awal

Mempunyai kemampuan menjalin realisasi, komunikasi

Memahaini Proscs pengungkapan ds

pemenuhan kebutuhan

Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat
Kemampuan observasi dan analisa masalah

Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar
Memil |I\| bany _/ak Jann gan kt.l'['i dan I\emampuan berkoordinasi untuk

KETERANGAN

1. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

2

4

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jangan pernah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada
" masyarakat

_cermatl neA_ an e

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Alur SOP Pelayanan Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan,

‘ ‘ PELAKSANA MUTU BAKU [
NG | | STAF/ | | 7 - - -
‘ ‘ PEKSQOS / KASI| KABID | KADIS ‘ UpPT WAKTU QuTPUT ’
I N 1 TKSK | o | _ S .
1 Ausidings! uenngan panti | — 30 Menit
f tekait pe‘nbukadr pendaftaran 1 “ ”—PD—B D—’»%LJ I\ﬂfndapa_t ‘
! | nformas
| \ | |
I | [ = |
2 | 1 I 2 jam Rencana ‘
|r | | | sosialisasi
‘ ‘ ‘ ! ‘ isepakati ‘
3 [ Penermaan pendaRaran para = | | AR Gle | 2 | DalaFaia
! ‘ calon penerima manfaat (PM) 'I—,—) ‘ | pendaftaran[ minggu Pendafiar ’
l | | I
| ) I | @ | | | i | = |
4 | Asesmen para pendaftar | ‘[ ) ’ | ] l ATK.file ‘ 2 hari |
| | | | | ndafiar ; -
‘ l ‘ ‘ ‘ r ‘ pendanarag ‘ validasi ‘
I [ | S T = S = ==
5 Penentuan calon penerma [j___h Hasil ‘ 2 jam Data calon |
‘ ‘ manfaat (PR JCD_‘-*‘ D‘ Asasmen | PM |
| _ _ ' | | | | | | — |
6 | Pengisian dan pemenuhan | o | [ | | Formuir | thari | Fommuir ‘
formulic persyaratan masuk i eisyaratan | terisi
| panti . J | ‘ | Py ‘ ) ‘
i | masuk panti lengkap
| | |
.2 . p— | |
7 Buku 30 menit
 S——
| TrETR s |
| P . | !
| | ¥ | | | |
g | Koordinasi pzmberangkatan [ | | [ Daftar 30 mentt | Calon PM |
| pengiriman dengan dinsos } ' ‘ ] nominative siap ‘
! ' | calon PM berangkat
| | | | |
9 } ﬂ“r"'nas, ianjut kepada calon | ‘“’_]| | | 1 hari CalonPM |
| : manfat keluamz / = ——| | 2inm |
¥ LU RTIRIGE — Sy
‘ TKSK terkalt ‘ ‘ ‘ ‘ berangkat !
w | | | i | |
10 J Pembuatan surat tugas bagi ,@b | D ‘ l ATK i 2 jam Pemuatan —‘
petugas dan surat 30 'w:]— ! { ! agiliiniangyey
’ beriia acara penyeranan i J Komputer ‘ SUrat iigas ‘
- -4 S - e —— — —+- i ——— ! E——— 1 —e
i | Pen .ycla’i‘aﬁ Calon  penenma - Surat Zjaiti Surat
‘ manfat ke panti i ‘ l Penaantar ‘ Penagntar ‘
| [ ‘ Ueiiid acaia uelia auaia |
! ! NS | = : |

J ‘ | I [ ‘ PM Materi
| ] ! |
13 Koordinasi terkait ] [j | | o [ Draft File | 30 menit Mendapat |
paniemputan pemiiangan ] [ [Tl caton s
PM dengan Panii alat tentang
komunikasi pelatihan
T ' T | 1 hari ‘Mendapat
14 5 = Teotonn el sertifikat
enjemputan g panti Dinas, pelaiihan
- '
) ) ) . 2 jam Berita acara
15 Serah terima dari panti ke Berita acara anll & e
i - seran erima
dinsos |
ATK | 2 jam
16 Pembuatan laporan Komputer Agenda
R C i ~— | 2han | PMsuan
17 Draft File menerima ||
Monitoring evaluasi PM manfaat
| modal usahz




Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VIIL2022
Fanpgal Pembuatan Maret 2017
Tanggal Revisi Agustus 2022 I

[ §

i mlggai oiekiii

Tanoeal Peneesahan

Aoustus 2022

I

6.

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Peraturan Bupati {ebo Nomor 44 1ahun 2016 ientang kedudukan
susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

o

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh KEPALA DINSOSP2PA KAB.1EBO,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANARK
ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19671011 198810 2 00}
TS PELAYANAN REKOMENDASI LANJUT
Judul SOT i
U514 TERLANTAR
I |
DASAR HUKITIM KUALTFIKAST PELAKSANA
I. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 1. Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi
Lanijut Usia Sosial Dinsosp2pa Kabupaten Tebo
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 2. Memahdlm peraturan perundang - undangan yang terkait dcngan
g peisksanaun pelayanan dan perlt zan iorhadap fanjul usia weria
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Memahami proses pendekatan awal
! 4. Peraturan Menteri Sesizl Momor 3 Tahun 2018 tentang Standar 4. Mempunyai kemampnan menjalin realisasi, komunikasi
Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 2 Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan

pemenuhan kebutuhan

Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat

Kemampuan observasi dan analisa masalah
Memiliki banyak jaringan keria dan kemampuan berkoordinasi untuk

perujukan seria
Kemampuan administrasi dan pelaporan

KCTJa sama penanganan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
i Peraturan Perundang-TUndangan
2 ATK
3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jangan pemah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada
arasyaiakai

- Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dengan sepenuh hati

Disimpan sebagai Daia Elekironik dan Mannal




ALUR SOP REKOMENDASI LANJUT USIA TERLANTAR

R Uraian Kegiatan Pelaksana Persyaratan/ Mutu baku Keteranea
. e n
& Kasi dan Staf Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Out Put E
1
Staf dan Kasi Rebabilitasi Sosial anak dan lanjut usia
menerima laporan terkait lanjut usia terlantar dan Disposisi
SISl
pemahon (lansia/keluarga lansia//lurah/pihak berwenang) Mulai Disposisi Surat |1 Hari mcﬂwﬁ
dengan membawa persyaratan untuk pembuatan
rekomendasi masuk panti I
2 Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempelajari Data/ Aturan/ Petunjuk/
kelengkapan dokumeen usulan permohonan pembuatan Proses Disposisi / 1 Hari dis oM_mm
rekomendasi masuk panti Petunjuk P
3
Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Data / Disposisi/ konsep/
mempersiapkan dokumen/berkas untuk melakukan Dokumen . 8 1 Hari P
o . ) Petunjuk dokumen
asesment kondisi lanjut usia terlantar layak masuk panti
Kasi Rehabilitasi sosial anak dan lansia dan staf melakukan Data / Aturan/ )
O ) . ) . i kunjungan /
asesment kondisi kelayakan lanjut usia terlantar masuk Disposisi/ 4 Hari dokume
n
panti Kunjungan/ Dkk
5 Kasi Rehabilitasi sosial anak dan lansia terlantar bersama
. . Dokumen/ , konsep/
staf menyusun dan melaporkan hasil asesmen kondisi . 1 Hari
. Rekomendasi dokumen
kelayakan kepada kabid
6 Kabid Rehsos menyusun draf rekomendasi kadis untuk
melengkapi persyaratan lansia terlantar masuk panti
Dokumen
Dokumen urmish/ . 1 Hari dokumen
_ Rekomendasi
7 Rekomendasi Kadis kepada Panti dan balai |
Dokumen 1 Hari dokumen
Dokumen
8 Dinsos mengirim lansia terlantar ke panti sosial . -
Dokumen 1 Hari
| usulan
Arsip/ . dokumen
; 1 Hari
Selesai usulan




Nomor SOP /SOP/BDINSOSP2PA/VIIT/2022
Aarot 2

Tanggal Pembuatan

017

Vil

anggal Revisi

Agustus 2022

iangpai Bickiil |

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

FLALINDUNUOAN ANAKN

Tangeal Pengesshan '

Disahkan oleh

A sustus M2
KEPALA DINSOSP2PA KAB.TEBO,

ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 10671011 198810 2 001

SEKSI REHAB[LITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS,

FUNA ﬁbxgiLA; U;i ‘ AUKEA,I‘ ;\AIL"!

PEMBINAAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) TUNA

PEMULUNG, ORANG TERLANTAR DAN
RENTAN LAINNYA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

h—

. Undang - Undang Nomor 34 Tahun

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
!

1999 rentang Pembentukan

Kabupaten Tebo
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daer:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar
Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tehun 2012 fentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan
susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata keria Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten| '

Tebo

[¥%]

Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi

Sosial Dinsosp2pa Kabupaten Teho

Memahami peraturan perundang - undangan yang lerkait dengan

pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap PPKS
emahami proses pendekatan awal

Mempunyai kemampuan menjalin realisasi, komunikasi

engungkapan dan pemecahan masalah dan
pemenuhan kebutuiian

rima manfaat

Mamni menganalisa permasalahan dan kebutnhan p
K £l i L

Kemampuan ohservasi dan analisa masalah

Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk
perujukan serta kerja sama penanganan

Kemampuan administrasi dan pelaporan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 Peraturan Perundang-Undangan .
2 ATK
3 Seperangkat komputei/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia
PERINGATAN _ PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jangan pernah menunda dan menguiur - ulur pelayanan kepada
masyarakat

- Berikan pelayanan yang cenat,

2 cenat

tepat, cermat dengan sepenuh hati

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




DAN FENTARN LAINNYA)

. Pelalisana . Persyarztan/ Mutu baku
Neo. Uraian - - - . — Keterangan
abi Kelengk:pan Waktu Out Put
1 [Penetapan Surat Tugas
) . Surat Tugas
Mulai 1 Hari -
fim
2 |Rapat bersama untuk penanggulangan Tuna Susila, I3a Hasil
Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung Disposisi / 1 Hari Keputusan
Petunjuk Rapat
3 jan dan Fazia Calon
2 Mari Fenerima
rrranfaat
3 |Penyerahan hasil panertiban rszia oleh Tim bersama | N
penanggulangan Tuna Susila, Gelandan F = Nata / Disposisi/ . w..,‘._wzﬁm ac
Pemulung kepada Sosial Dolkumen setunjuk 1 Hari Penyeraha
: hasil razia
= \
4 |ldentifikasi Kelayakan/ Asesment oleh Kasi Rehabsos dan A [hata / Aturan/
g L o . Rujukan
Staf Les {Visposisi/ 4 Hari a,,,:_n_m_A la
K.injungan, Dkk
5
Kasi Rehabilitasi s bersaria staf menyusun dan " Dokumer Crokumen/ lonsep/
(& 1% =1 .
melaporkan hasil aszsmen kandisi kelayakan kepadla kabicl Rzkomendasi dokumen
6 |[Kabid Rehzos menyusun draf rekomendasi kadis unituk ———f—
melengkapi persyaratantuna la masLik panti dan v
{ikemb ke | < Jokumen/ . .
uikembalikan ke keluarga PPKS Dokumen 1 Hari dokumen
7 —— zkomendisi
3.
7 {Rekomendlasi Kadis epada P _ ] —— . ,
. o " [okumen 1 Hari tokumen
Imasing masing PPKS Dokumen
8 [Dinsos mengirim tuna susila ke panti sosial dan « dokumen
mengembilikan PPKS ke daeran asal ,& A Diokumen 1 Hari Lsulan
i ok
Arsip/ 1 bari dokumen
Selesai sulan
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PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh KEPALA DINSOSP2ZPA KAB.TEBO,
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EKSI PERLINDUNG E ! TE D
SEEST PERIINDUNGAN K_"KI‘,‘RA‘SA‘\, HRHADAE Judul SOP PENGADUAN MASYARAKAT
RADITAR THAN ANA
| I
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 1. Memahami regula51 terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Kekerasan dalam Rumah Tangga Tangga
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 2. Memahami tentang Periindungan Perempuan dan Anak

Lniral An= K orhsn
SaRbI Gdl: Ui ouan

3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 3.  Memahami proses pendekatan awal
Undang - Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak
4. Peraturan | a Pemberdayaan Perempuan dan 1 Mempunyai kemampuan menjalin relasi. Lomunikasi

Perlmdungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minima! untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak | Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan
dan Perempuan Kabupaten Tebo ~ pemenuhan kebutuhan

6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan

snsunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 6. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat

7. Kemampuan observasi dan analisa masalah

8.  Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar

. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk
=,

perujukan serta kerja sama penanganan
10. Kemampuan admisistrasi dan pelaporan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Pengagendaan Surat Masuk 1 Peraturan Perundang-Undangan
2 SOP Pengagendaan Surat Keluar 2 ATK
3 SOP Layanan Konseling 3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 SOP Layanan Rumah Aman 4 Sumber Daya Maiiusia

5 SOP Layanan Rujukan Bantuan Hukum

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Janpan pernah menunda dan meneulur - nlur pelayanan kepada L. . .
£an | = pelay P Disimpan sehagai Data Elektronik dan Manual
masyarakat

- Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dengan sepenuh hati




SOP

Pzlaksaria [Viutu Bailc
No Uraian / Kigiatan Patugas Ketera
e manajer Kasus | Ketua PZTP2A Wakty! Out Put
Pengaduan
1 |Petugas pengaduan memverifikasi persyaratar [ . Lembar verifikasi yang |
adminiscrasi klien 1Har  [sudah di valide
2 |Petugas _um:mmnc.““: melakkan pencatatan = T  [Lembar penerirmiaan
pengacuan pada \embar penerimazn pengaduan 1Hari [pengaduan yang sudah
—— | dicatat _
3 vmgmwm gm:mmn_:_._h.ms melapurkan lermbar T il T .f..il‘_.m:&m.. penerin “an  [Lembar nm:m:_ \aan T
penerirezan pengaduan ke manajer kasus ) | pengadaan yang sudah 1 Hari |pengaduan yang sudah
_.l_ |dicatat dicatat
4 |Manaj Kasus menyampaikan lembar disposisi T .I,|| i .Ir,m.oﬂm? le mbar doit posisi Lembs:r disposisi dan
yang diiampirkan penerimaan pengaduan ke “um: dari lembar lembar penerirnaan
|penrirnaan pen 1 Har pengaduan yang sudah
_ dicatat _
5 _Amﬂcmm.,....ﬁnmbam__&mnoam:mz lembzran , . - . i Disp 5isi ketus P2TP2A i
penerirmian penzaduan kepada marajer kasus lembar penerimaan dan lembar
—’ Tvmzw uan yang sudah di 1 Hari [penerimaan
T pengagaduan
o sudah di catat o
6 |Manaj + kasus malakukan asesment dan rencana v Disposisi hasil
interversi kasus bar penrimaan ~ |Asesmznt dan
pengaduan yang sudah 2 Hari intervensi lanjutan
L — Tmnmﬁmﬁ
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SEKSIPERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP . ;
8 - b g Judut SOP LAYANAN KONSELING
l 1
DASAR HUKIM ! KUALTFIKAST PFLAKSANA
I. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan i, Memahami regulasi terkait Pcngnapum erasan dalam Rumah
Kekerasan dalam Rumah Tangga Tangga
2. Unda_ng Und;mg Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 2. Memahami tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Undang L Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 3. Memahami proses pendekatan awal
Undang - Undang Nomor 23 tentaﬂg Perlindungan anak
4 an dun ?,31‘" relast, komunikasi
Perlmdungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal untuk Perempuan dan Anak Korban Keckerasan.
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2619 tentang Perlindungan Anak " mahami proses pengu i
Gan Perempuan Kabupaten febo = peme‘]uha_n kebutuhan i
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan M i lahan dan kebutuh . it
susunan organisasi. uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas ampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat
|7. Kemampuan observasi dan analisa masalah
8. Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar
. Memiliki banyak jaringan keria dan kemampuan berkoordinas] uniuk
- perujukan serta kerja sama penanganan
10. Kemampuan admisistrasi dan pelaporan
KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Pengagendaan Surat Masuk 1 Peraturan Perundang-Undangan
? SOP Penpagendaan Surat Keluar 2 ATK
3 SOP Layanan Rumah Aman 3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 SOP Layanan Rujukan Bantuan Hukum 4 Sumber Daya Maniisia
5 SOP Layanan Pengaduan Masyarakat
B PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
> - ela; e . B ]
- Jangan eerl-_lah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
magvarakat
- Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dengan sepenuh hati




5CP LAYAN.,

N KONSELING

Pelaksana
ZO T TS T = o po— |
Petugas Konselor Kelengkapan Waktu Out Put
1 B 2 N Dispasisi hasil asesment dan 1 Hari Format hasil permeriksaasn
t dan intervensi lanjutaan beserta intervensi lanjata beserta lembar psikologi
lembar penerirnaan penzaduan : penerimaan pengauan
manajer kasus
2 |Petugas konselur interviu dan observasi . Format hasil pemeriksaan psikalog |15 Hari Draft hasil pemeriksaan
klien mf\ v psikolcg
S - - -
3 vmﬁcmmm konseli:r meruruskan dan i Draf hasil cm:,,_,m_,m_@m_mmj psikolog 7 Hari Hasil permeriksagan
menyampaikar: hasil perneriksaaan L4 psikolog
psikolwgi kepada klien
[ 4 nmzﬁ__,,.svmmm: hasil Um:%:wmmm‘ " Um_xo:u_.. ———T ~[Hasil Pemeriksaan vm;._u_om - 1 Hari Hasil pemeriksaanan - .
kepada manajer kasus s psikolog ke Manajer kasus
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PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh | KEPALA DINSOSPZPA KAB.TEBO,
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EKSI PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP _
= o glocis Bt o o Judunl SOP LAYANAN RUJUKAN BANTUAN HUKUM

DASAR HUKIIM ’ KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan i.  Memahami regulasi terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Kekerasan dalam Rumah Tangga Tangga
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 2. Memahami tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

<

- Undang _ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  |3.  Memahami proses pendekatan awal
Undang - Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak
Per:

wuran Mente
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Memahami proses pengungkapan dar pemecahan masalah dan
dan Perempuan Kabupaten Iebo pemenuhan kebutuhan

. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan
susunan organisasi, urajan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

s

11 Necara Pemberdavaan Perempuan dan A Mempunyai kemampuan menjalin relasi. komunikasi

Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat

7. Kemampuan observasi dan analisa masalah

8. Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar
o Memiliki hanvak jarinean kerja dan kemampuan berkoordinasi nnfik
.

perujukan seria kerja sama penanganan
10.  Kemampuan admisistrasi dan pelaporan

KETERANGAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Pengagendaan Surat Masuk 1 Peraturan Perundang-Undangan
2 SOF Pengagendaan Surat Keloar 2 ATK
3 SOP Layanan Konseling 3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 SOP Layanan Rumah Aman 4 Sumber Daya Manusia
5 SOF Pengaduan Masvarakat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
h 7 -ul €
B Jangan pernah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

masyarakat

- Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dengan sepenuh hati




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

/SOP/DinsosP2PA/VIII/2022

Tanggal Pembuatan

Maret 2017

| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Agustus 2022

Tanggal
Pengesahan

Agustus 2022

Disahkan Oleh |

KEPALA DINSOS P2PA

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN | Judul SOP PENANGANAN MASALAH
KORBAN BENCANA ALAM ' MASALAH STRATEGIS
YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT
DARURAT DAN KEJADIAN |
~ LUAR BIASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang | 1. Memiliki kemampuan dan kecakapan serta

penanggulangan Bencana.
2. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

ketrampilan dan inovatif.

Kesejahteraan Sosial. 2 Ei?llgr)ll; dan memahami situasi pada saat terjadi
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia | '
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan |3. Mampu dan memahami penetapan kinerja
Langsung - berupa uang Tunai bagi korban 4. Menguasal dan dapat mengoperasikan program
bencana. komputer.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 tentang bantuan Sosial
bagi korban bencana.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor Ol/HUK  Tahun 2011 tentang
pengumpulan sumbangan untuk korban bencana
alam. [
6. Keputusan direktur Jenderal Bantuan dan
Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik
Indonesia Nomor 09.B/BJS Tahun 2002 tentang
pedoman Umum pelaksanaan program Bidang
bantuan dan Jaminan sosial.
' 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15
Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan
daerah.
KETERANGAN _ PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP yanyg dilaksanakan ada keterkaitannya | 1. Peraturan dan perundang - undangan
dengan SOP lembaga lain. 2. Alat pengolah data /Komputer
2. SOP Internal dan Administratif. 3. Kendaraan Operasional
4. ATK
5. SDM (Sumber Daya Manusia)
6. Dokumentasi
7. Pelaporan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila Petugas Posko dan Gudang (Logistik)
tidak ada di tempat dapat menghambat proses di
lapangan.

Biaya Operasional tidak memadai dapat
mempengaruhi proses penyaluran.

[\

[S]

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial nomor 05/3/BS.01.02/01/2021
tentang petunjuk tehknis pelaksanaan penyaluran |
bantuan sosial bagi korban bencana

Mengacu Peraturan Bupati Tebo nomor 37 tahun
2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan  penatausahaan,pertanggungjawaban  dan
pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja
Tidak terduga (BTT)




SCOP LAYANAN RUJUKAN BATUAN HUKUM

Pelalisana Mutu Baile _
B i - e 0 _ = - :
No Pat _ Lembaga Keterangan
ostugas
.r ’ i Ketus P2TE Hulum Kelengkapan Walktu Tt Put
Seliretariat Rujukan
1 |Petugas <:kretariai menerim: disposisi hasil ) . _ Disposisi hasil a ~ |Disposis hasil asesment
asesment dan intervensi lanjutan beseria lembar | dan intervensi dan intervensi lanjutan
penerimaan pengaduan dari manajer kasus _ 1 Hari beserta lembar
e "
_ penerimaan peng
2 Petugas sckretatariat membuat draft : \L|/ _ Disposisi hasil a _
rujukan kepada instansi ter | dan intervensi [
beserta lembar
_ peneriinaan per
|
| - — — — — - .
3 |Ketua P2TPA men datangani surat rujukan i = Surat ruiukan dan
untuk selanjutnya cliarahkan kepada |
mbaga hukum _ dan intervensilanjutan |
_ beserta lembnar |1 Har
N |
. peneririaan pengaduan
_
“ : - : - - e T v - it e —
4 |Ketua P2TP2A menunjuk pendamping klien _ u Draft SPT 1 Hari SPT
5 _um:n_ma....M. ng mendampingi kli=n rujukar dengan =P SPT Berita acara serah
membawa surat ru) tkan dan sitau surat perintah . terima k ien dan
tugas dan atau membawa berita acara serah tanda terima laporan
terima _ dari layanan rujukan
6 Pendampng membat laporan perjalaran dinas Berita acra serah terima | Laparan perjalanan
klien din atau da dinas
=1
terima dari laya 3 Hari
rujuler
7 Becara b 1kan U@ﬂ,_maﬁmcm: - . vy Berita :cra serah terima laporar perkembangan
perkembingan k rujukan oleh pendamping A _ kasus
_ _ terimz dari layanan 30 Har
_ rujukan
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Perlindungan Anak Nomor 11 ahun 201 O tentang Standar Pelayanan
Minimal untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak
reimpuan Kabupaten febo

"]

dan P

. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan
susunan organisasi. uraian tugas dan fungsi serta tata keria Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Disahkan oleh KEPALA DINSOSP2PA KAB.TEBO,
DINAS SOSTIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
x Lzl\LlL‘UJ ‘J\JI—LL‘ &V f‘i_l\ :
ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19671011 198810 2 001
Judul SOP LAYANAN RUMAH AMAN
I
DASAR HUKUM KIJALIFIKASI PELAK SA\TA
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 1. Memahami regulasi terkait Denghapusan Kekerasan dalam Rumah
Kekerasan dalam Rumah Tangga Tangga
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 ientang Perlindungan 2. Memahami tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
)
3. Undang _ Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  |3.  Memahami proses pendekatan awal
Undang - Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak
{4, 1 an Mentert Negara Pe puan dan Mempunyat kemampuan menjalin relagi. komanikasi

L ami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan
7" pemenuchan kebutuhan
6.  Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat
7. Kemampuan observasi dan analisa masalah
Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar
~  Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi uniuk
Z. - .
perujukan serta kerja sama penanganan
10. Kemampuan admisistrasi dan pelaporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

KETERANGAN
1 SOP Pengagendaan Surat Masuk
2 SOF Pengagendaan Surat Keluar

SOP Layanan Konseling
SOP Layanan Rujukan Bantuan Hukum

I -

Y P oarmrrrmodeom
SOP ¥ CngaGuan wjas\/a.l‘?hm

1 Peraturan Perundang-Undangan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jangan pernah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada
masyarakat

- Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dengan sepenuh hati




Pelaksana

N tiraian / Kegiatan e _ leterangiun
ugay Peramypring Kelengkapan Out Put

1 Petugas pendamping menerima disposisi hasil N Disjposisi hasil asesment dan 1 Hari Draft kontrak rumah aman h

asesmeit dan intervensi lapjutan beserta lembar S intervensi lanjutan beserta lembar

penerimaan pengaduan dari manajer kasus penarimanaan pengaduan dari

J manajer kasus .

2 |Klien :,,Wm:msamﬁ:ﬁmsm kontrak rumah aman T ¥ ) 5 , Draft kontrak rumah aman Kontrak ruriah aman B
3 |Petugas pendamping meneiima barang milik Liien X Kontrak rumah aman 180 Hari |Buku penitipan barang

dan dicatat
4 nmgmmm.um:ama ing mengantar dan o |L . ; Drait berita scara masuk rumah 1 Hari Berita acara masuk rumah

mendar:pingi klien ke rumah aman o _ = arrian ) B
5 |Klien mendapatkan layanar rumah aman - _ . _ Drait laporan perkensmbangan kiten |1 Hari Laporan perkembangan

I o L T — rumah aman . klien rumak aman a
6 |Klien keluar rumah aman L Draft berita acara keluar rumah 1 Hari Berita acara rumah arnan
v - aman
| |

7 |Penyarnpaian hasil pemeriksaaan psikologi ) o I.I Laporan perkambangan klien rumah: Hasil umBm_,.._ ksaaan

kepada manajer kasus

aman

psikolog ke Manajer kasus
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Nomor SOP /SOP/DINSOSP2PA/VII2022
i Tanepal Pembuatan 7

Tanggal Revisi I Agustus 2022
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Tanggal Pengesahan | Agustus 2022
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¢
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Judul SOP PELAYANAN PENGANGKATAN

ANA

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tc
Kekerasan dalam Rumah Tangga
Unaang Unaang Nomor i3 Tahun 2006 tentang P

ntang Penghapusan

Perlindungan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
1g Perlindungan anak

A7

Undang - Undang Normmor 23 tentar
2009 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik
tenitang Tim Perizinan
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018
tentang Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Tahun 2017

donesm Nomor 37/HUK/2010

I Peraturan Dirien nomor 02
prosedur Pengangkatan anak

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang

W oabhiremcdan Tokh

RACUDEIEh 1E00

. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan

susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

o]

Perlindungan Anak

- Pedoman dan Teknis]

KUALIFIKASI PELAKSANA
Memahami regulasi terkait Penghapusan Kekerasan daiam Rumah
Tangga
Memahami tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

3. Memahami proses pendekatan awal
14 an menjalin re
5 Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan

ne

Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat

=~

Kemampuan cbservasi dan anaiisa masaiai

Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar

Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk
peruiukan serta kerja sama penanganan

14

uan admisistrasi ds

Kemam

KETERANGAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

LI, NAS

2 SOP Pengagendaan Surat Keluar

3 SOP Layanan Konseling

! Peraturan Perundane-Undungan

2 ATK

3 Seperangkat komputer/alat pengolah data
4 Sumber Daya Manusia

— PERINGATAN

Jangan pernah menunda dan mengulur - ulur pelayanan kepada
masyarakat

<ant pm&‘y’.’iﬁ&ﬂ yang CG')RT f("’T d%ngun SCD@'”JI'E nat

- Anak yang berusia 0 sampai dengan 18 Tahun

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan scbagai Data Elektronik dan Manual




ALUR &

OP PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK

No URAAN |n|mw;|> Aﬁm_OZ Gien . 1
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PERSYARATAN ADOPSI / PENGANGKATAN ANAK

1 ICOTA (Calon Orang Tua Asuh) beragama sama dengan\
' agama CAA {Calon Anak Angkat)
_2_____| _Pie_rstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.
|3 | iigak atau beium mempunyai anak atau hanya i“i"n‘iniKll
satu orang anak. |
|4 | COTA (Calon Orang Tua Asuh) telah mengasuh CAA (Calon
Anak Angkat) paling singkat 6 {enam)} bulan, sejzk ijin|
pengasuhan diberikan.
5 | Foto COTA (Calon Orang Tua Asuh) 4 x 6 masing-masing 3
| lembar
6 | Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah. *
7 |Surat keterangan kesehatan Jiwa COTA [Calon Orang Tua
Asuh) suami-istri, dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah |
Sakit Pemerintah. |
8 |Surat keterangan tentang ﬂmgs: organ reproduksi COTAi'
| {Caion Orang Tua Asun) dari Dokter Spesialis Cbstetri dan
| Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah. B
|9 |Surat Keterangan Catatan Kepoi|5|an (SKCK) setempat
!!nrri ms
! 10 | Copy surat nikah akta perkawinan COTA. (Legalisir) )
11  Copy KK {Kartu Ke%uarga} dan KTP COTA. {Legalisir
2 | Copy Akta Kelahiran CAA (Calon Anak Angkat). (Legahsur) B
113 Keterangan penghasitan dar tempat bekerja COTA '(‘Lai(?m‘
| Orang Tua Asuh). | - B
14 | Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke COTA. |
Rangkap 2 asli.
' 15 | Copy KK dan KTP orang tua kandung.




